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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul ‚Tinjauan fiqh Jina>yah terhadap pelaku tindakan 

Eutanasia Pasif‛ ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindakan 

eutanasia pasif? dan bagaimana tinjauan fiqh Jina>yah terhadap pelaku tindakan 

eutanasia pasif? 

Penelitian ini mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (library 
research) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi dan pustaka. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan 

dianalisi dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk 

memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut fiqh Jina>yah.  
Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana eutanasia pasif 

merupakan pencegahan atas penderitaan seseorang yang terjangkit suatu 

penyakit melalui penghentian medis. Dalam KUHP eutanasia pasif merupakan 

perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

pengaturan tentang eutanasia pasif terdapat di dalam pasal 304 KUHP yang 

melarang adanya eutanasia pasif. Sedangkan dalam Undang-Undang no. 36 

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terdapat pada bab XIV pasal 84. Untuk 

pelaku yang melakukan eutanasia pasif akan dikenai pertanggungjawaban sesuai 

pasal 304 KUHP dan bisa juga dikenai pasal 84 dalam UU no. 36 Tahun 2014. 

Akan tetapi pertanggungjawaban pelaku akan diringankan atau bahkan 

dibebaskan apabila tindak pidana pelaku eutanasia pasif atas dasar desakan dari 

pasien atau keluarganya. Karena sesuai pasal 48 KUHP yaitu ‚Barangsiapa 

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana‛. Sedangkan 

pertanggungjawaban pelaku eutanasia pasif ditinjau dari fiqh Jina>yah sanksi 

hukumnya adalah Jari>mah diat apabila pelaku melakukan atas dasar inisiatif dari 

dokter itu sendiri dan Jari>mah ta’zi>r apabila eutanasia dilakukan atas dasar 

permintaan, karena dalam pertimbangannya eutanasia pasif dilakukan atas dasar 

permintaan dari pasien atau keluarganya, atau bahkan kehendak dari seorang 

dokter itu sendiri karena atas dasar keterbatasan alat dan penyakit seorang pasien 

yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Tetapi meskipun dilakukan, atas 

dasar hukum Islam ia tetap dinyatakan bersalah.  

Dengan hasil penelitian di atas, diharapkan untuk pemerintah harusnya 

membuat aturan yang secara tegas dan mempunyai kepastian hukum terhadap 

masalah eutanasia dan yang terpenting eutanasia pasif. Pasal-pasal yang ada di 

dalam KUHP dirasa belum cukup setiap berbagai jenis tindakan eutanasia pasif. 

Sehingga eksistensi pasal tetap harus dipertahankan namun rumusannya dapat 

diperbaharui kembali dengan mengikuti keadaan-keadaan yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti 

setiap penduduk tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari di 

dalam aktivitas seseorang. 

Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang 

dilakukan oleh setiap penduduk baik secara perorangan maupun kelompok 

yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang 

berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, 

disiplin, tata tertib di lingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan 

perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, apabila perbuatan atau 

tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak tentraman 

dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia.  

Hukum dipandang sebagai suatu kaidah yaitu sebagai patokan perilaku 

yang telah menjadi konsensus umum, sehingga hukum dianggap sebagai 

sarana pengendalian sosial yang bermakna secara esensial bahwa sistem 

mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga 

masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap 

masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk. Semua 

masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah 

perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk. 
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Hukum dipandang sebagai pengendali sosial, pada dasarnya dapat diartikan 

sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga 

masyarakat agar berperilaku sesuai hukum.
1
  

Sehingga dalam hal ini hukum sangat membantu dalam keteraturan 

hidup di masyarakat. Selain itu hukum diupayakan sebagai pencegah dan 

mengatasi dari tindak kejahatan, mengingat saat ini tindak kejahatan 

berkembang sangat pesat dengan banyak modus yang dilakukan. Pada 

dasarnya tindak kejahatan disebut pula sebagai tindak pidana karena 

perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian tindak pidana menurut 

simons adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, 

diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh 

orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si 

pembuat.
2
 

Kaidah hukum diperlukan dalam mengatur hubungan antara manusia di 

segala aspek kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi 

tuntutan tersendiri bagi pelayan kesehatan untuk memberi pelayanan 

kesehatan semakin baik dan dengan keadaan pasien yang kompleks pula, 

bahkan cenderung kritis. Hal itu tidak jauh dari kemajuan ilmu pengetahuan 

                                                           
1
 Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1993), 37. 
2 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 60. 
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dan teknologi di bidang kesehatan. Sehingga tidak heran jika akhir-akhir ini 

masalah hukum sering masuk di bidang profesi kesehatan.
3
 

Majelis tenaga kesehatan Indonesia sebagai organisasi yang 

berhubungan antara lain dengan standarisasi, kompetensi, hak dan kewajiban 

tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi di bidangnya, sangat 

mendukung para tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan kemampuan 

dalam memahami, penghayatan, dan pelaksanaan aturan-aturan yang 

berkaitan dengan hukum kesehatan serta hukum terkait lainnya. Peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan, tidak terlepas dari pemahaman aspek-aspek 

hukum kesehatan, memahami tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat 

terhindar dari jerat hukum bagi tenaga kesehatan.
4
 

Eutanasia, pilihan dokter untuk mengakhiri hidup pasien hingga saat 

ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Bagi penyelenggara kesehatan 

maupun dokter. Masalah eutanasia merupakan suatu dilema yang 

menempatkan pada posisi yang serba sulit. Persoalan mengenai pengakhiran 

kehidupan (eutanasia) semakin berkembang, namun diimbangi dengan 

kepastian hukumnya. 

Negara Kita Indonesia secara tegas menolak eutanasia. Menurut Farid 

Anfasal Moeloek selaku ketua hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter 

Indonesia, Eutanasia sampai saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan 

norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan 

                                                           
3
 Sutarno, Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 1. 
4
 Sri Siswanti, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2. 
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eutanasia tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar 

hukum positif di Indonesia.  

Perbuatan melakukan euthanasia pasif dapat dikaitkan dengan 

keberadaan pasal 304 KUHP yang berbunyi ‚Barangsiapa dengan sengaja 

menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib 

memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah‛.
5
 Dan berkaitan juga 

dengan pasal 306 KUHP yang berbunyi ‚(1) Jika salah satu perbuatan 

berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika 

mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun‛.
6
  

Untuk itu peristiwa pulang paksanya seseorang yang sakit parah, yang 

kemudian diizinkan oleh dokternya atau sering disebut eutanasia pasif. 

Memang keadaan terakhir ini pasti tenaga kesehatan akan beralasan 

menghormati hak pasien, padahal yang lebih mengetahui akibat dari 

peristiwa pulang paksanya pasien tersebut adalah dokternya. Sebetulnya 

keadaan ini dapat diperingan dengan usaha perawatan dirumah. Peristiwa 

                                                           
5
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal 561. 

6
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal 561. 
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seperti ini jika terjadi akan dapat dikatakan sebagai melaksanakan eutanasia 

pasif dan berarti pembiaran sehingga pasien meninggal dunia.
7
 

Pelaku tindakan eutanasia pasif di sini ditinjau dari hukum pidana dan 

fiqh jināyah sehingga, pelaku eutanasia pasif dalam melakukan tindak 

pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dalam hal 

ini Penulis meninjau pelaku eutanasia pasif dengan menggunakan teori 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan fiqh jināyah.  

Pertanggungjawaban pidana merupakan kebebasan seseorang untuk 

dapat melakukan atau tidak dapat melakukan suatu perbuatan atas dasar 

kemauan sendiri. Dalam hal ini, pelaku mengetahui maksud dan akibat yang 

akan ditimbulkan. Dalam pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga 

hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, adanya kebebasan 

dalam berbuat atau tidak berbuat, dan adanya kesadaran bahwa perbuatan itu 

mempunyai akibat tertentu.
8
 

Di Indonesia secara yuridis formal, Eutanasia, baik aktif maupun pasif 

belum diatur. Dengan demikian selalu saja menimbulkan polemic dan diskusi 

panjang bila ada kasus yang berkaitan dengan eutanasia.
9
 

Fiqh jināyah merupakan syariat Islam yang mengandung kemaslahatan 

bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam 

mengajarkan agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi setiap larangan, 

                                                           
7
 Sutarno, Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 79. 
8
 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 147. 

9
 Sutarno, Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 12. 
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karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang 

membawa pada keadilan, kedamaian, dan rahmat bagi semesta alam. Islam 

menindak tegas pada setiap tindak kejahatan, terbukti dengan adanya naṣṣ-

naṣṣ al-Qur’an yang berisi larangan membunuh, mencuri dan minum khamr. 

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam disebut juga Jināyah yakni suatu 

perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman hadd, 

diat, qishāsh, dan ta’zīr.10
 

Kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yakni kejahatan yang 

hukumannya ditentukan sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun 

kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal adanya tingkatan. Kategori 

berikutnya hukuman qishāsh, yakni hukuman yang jatuh pada posisi tengah 

antara hadd dan qishāsh, karena sasaran dari kejahatan ini adalah integritas 

tubuh manusia, dalam hukum pidana modern dikenal sebagai kejahatan 

terhadap manusia atau crimes against persons. Kategori terakhir adalah 

hukuman ta’zīr, yakni landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada 

ijmā’ berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi 

dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan 

kerugian/kerusakan fiskal, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu 

atau masyarakat secara keseluruhan.
11

 

                                                           
10

 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jināyah, (Surabaya: Pustaka Idea, 

2015), 5. 
11

 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan 

Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22-23. 
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Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, 

merasakan keamanan dan melindungi diri dari hal-hal yang merusak hak 

seseorang untuk hidup, misalnya saat ini yang sedang menjadi perdepatan 

para ahli adalah permasalahan eutanasia, Semua yang dilarang oleh Allah 

pasti memiliki mudhorot jika dilakukan, misalnya larangan untuk 

membunuh. Dalam perspektif fiqh jināyah, eutanasia pasif disamakan 

dengan pembunuhan sengaja, karena eutanasia pasif merupakan pembunuhan 

yang dilakukan atas dasar putus asa dan bahkan mempercepat kematian. 

Dalam al-Qur’an telah disebutkan bahwa Allah melarang untuk 

mempercepat kematian, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-

Isra’ ayat 85:  

ۖ

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu 

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit". (Q.S Al-Isra’ [17]: 85).
12

 

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kematian itu terjadi 

bukan hanya berhentinya fungsi spontan pernapasan dan jantung, melainkan 

juga karena terlepasnya ruh dari jasad manusia. Apabila ruh masih ada dalam 

diri manusia, maka manusia itu masih hidup, dan apabila ruh itu pergi 

(terlepas), maka ia dikatakan mati.
13

  

Sehubungan dengan pembahasan di atas, penelitian yang akan Penulis 

lakukan ini terkait dengan fiqh jināyah terhadap pelaku tindakan eutanasia 

                                                           
12

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 290. 
13

 Ibid, 79. 
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pasif. Dalam pembahasan ini terdapat kondisi pasien yang mengalami koma 

berkepanjangan dan tidak ada peningkatan kondisi yang semakin membaik. 

Untuk melepas penderitaannya, pihak keluarga yang tidak tega melihat 

saudaranya mengalami penderitaan yang demikian berat meminta kepada 

dokter atau ahli medis yang merawatnya untuk melakukan tindakan yang 

menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu 

untuk mempertahankan hidup manusia. Sang dokter yang tugasnya 

mengobati pasien untuk menyelamatkannya, bukan membinasakannya, 

berada dalam kondisi yang sulit apakah menerima permintaan pasien atau 

menolaknya. Apabila ia menolaknya, maka ia juga merasa iba terhadap 

pasien yang koma entah sampai kapan. Tetapi apabila ia memenuhi 

permintaannya dengan menghentikan pemberian infus, makanan lewat 

sonde, alat bantu nafas atau menunda operasi yang mempercepat 

kematiannya, maka ia melakukan eutanasia pasif, dan bisa dianggap 

melakukan pembunuhan, karena yang berhak menghidupkan dan mematikan 

manusia hanya Allah Swt. 

Menurut fiqh jināyah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak 

pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Jari>mah  (tindak pidana) 

adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan 

hukuman hadd atau ta’zi>r. Had adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar 

kebijakan perintah Allah yang terdapat dalam Alquran dan sunah.
14

 Hal 

tersebut berarti bahwa tindak pidana pada penelitian yang akan Penulis 

                                                           
14

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 27-28.   
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bahas merupakan tindak pidana (jari>mah) Had, karena hukumannya 

dijatuhkan atas dasar kebijakan perintah Allah terlebih tindak pidana 

kejahatan terhadap eutanasia pasif terdapat hal yang merugikan bagi si 

korban, meskipun demikian ia tetap dinyatakan bersalah  karena nyawa dan 

hidup manusia dilindungi oleh agama atau Syarak.
15

 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas Penulis tertarik untuk 

meneliti dan meninjau lebih lanjut mengenai tindakan pelaku eutanasia pasif 

dan tertarik untuk mengkajinya menurut perspektik fiqh jināyah dengan 

judul penelitian, ‚Tinjauan fiqh jināyah terhadap Pelaku Tindakan Eutanasia 

Pasif‛. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut : 

1. Tinjauan hukum pidana dan fiqh jināyah terhadap tindakan eutanasia 

pasif atas secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang 

dapat memperpanjang hidup pasien sehingga dokter melakukan eutanasia 

pasif dan dinyatakan harus mempertanggungjawabankan tindakannya. 

2. Sanksi pelaku terhadap tindakan eutanasia pasif dalam aspek hukum 

pidana dan fiqh jināyah. 

3. Pandangan fiqh jināyah terhadap tinjauan pelaku tindakan eutanasia 

pasif atas sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat 

                                                           
15

 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Munurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 94. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

 
 

memperpanjang hidup pasien dan dinyatakan harus 

mempertanggungjawabkan tindakannya.  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas Penulis akan membatasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Tinjuan hukum pidana terhadap tindakan pelaku eutanasia pasif dengan 

sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat 

memperpanjang hidup pasien untuk melepas penderitaannya dan 

dinyatakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

2. Tinjauan fiqh jināyah terhadap pelaku tindakan eutanasia pasif dengan 

sengaja tidak memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang 

hidup pasien untuk melepas penderitaannya.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindakan eutanasia 

pasif?  

2. Bagaimana tinjauan fiqh jināyah terhadap pelaku tindakan eutanasia 

pasif?  

 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan 

topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh 
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penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian 

selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah 

dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Berdasarkan 

penelusuran yang penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji 

mengenai hal yang sama terkait tinjauan terhadap pelaku tindakan eutansia 

pasif dengan sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat 

memperpanjang hidup pasien. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan 

dengan tinjauan hukum pidana dan fiqh jināyah terhadap pelaku tindakan 

eutanasia pasif, antara lain adalah penelitian yang ditulis oleh   

1. Rina Fatmawati Ar Rani pada tahun 2016 Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul ‚Studi 

Komparasi Tindak Pidana Euthanasia Antara KUHP pasal 344 dan Fiqh 

Jina>yah‛, penelitian ini berpusat pada pembahasan membandingkan 

tindak pidana eutanasia antara KUHP dan Fiqh Jina>yah yang dimana 

tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang 

mengalami musibah atau terjangkit suatu penyakit bisa melalui suatu 

suntikan atau dengan penghentian medis
16

. Sedangkan penelitian yang 

akan penulis bahas adalah penelitian yang berpusat pada tinjauan 

terhadap tindakan pelaku eutanasia pasif dari aspek hukum pidana dan 

fiqh jināyah yang di mana dengan sengaja tidak (lagi) memberikan 

bantuan medis atau perawatan yang semestinya diberikan kepada 

seorang pasien yang membutuhkannya tersebut.  

                                                           
16 Rina Fatmawati Ar Rani, ‚Studi Komparasi Tindak Pidana Euthanasia Antara KUHP pasal 344 
dan Fiqh Jināyah ‛ (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 
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2. Marusaha Simatupang pada tahun 2017 Departemen Hukum Pidana, 

Universitas Sumatera Utara yang berjudul ‚Pertanggungjawaban Pidana 

Dokter yang melakukan Euthanasia ditinjau dari Aspek Medis dan 

Hukum Pidana‛, penelitian ini berpusat pada pembahasan tinjauan 

euthanasia dari ilmu kedokteran dan pelaku eutanasia apakah bisa di 

mintai pertanggungjawaban.
17

 Sedangkan penelitian yang akan penulis 

bahas adalah penelitian yang berpusat pada tinjauan terhadap tindakan 

pelaku eutanasia pasif untuk peristiwa pulang paksanya seorang pasien 

yang sakit parah yang kemudian diizinkan oleh dokternya. Maka hal 

tersebut apabila terjadi maka harus seorang pelaku harus 

mempertaggungjawabkan perbuatanya.  

3. Andi Ainun Jariah pada tahun 2015 Program Studi Ilmu Hukum, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, yang berjudul 

‚Tindakan Euthanasia yang dilakukan oleh Dokter ditinjau dari Hukum 

Positif di Indonesia‛. Penelitian ini lebih terkonsep pada eksplisit 

mengenai pengaturan eutanasia sesuai hukum positif di Indonesia, karena 

ilmu teknologi kedokteran berkembang lebih pesat, selain itu 

memberikan perlindungan kepada pasien dan tenaga medis lainnya 

terhadap proses eutanasia.
18

 Sedangkan penelitian yang akan penulis 

bahas ini berkaitan dengan tinjauan terhadap pelaku tindakan eutanasia 

                                                           
17

 Marusaha Simatupang, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang melakukan Euthanasia 

ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana” (Jurnal Departemen Hukum Pidana Universitas 

Sumatera Utara, Medan, 2017). 
18

 Andi Ainun Jariah, “Tindakan Eutanasia yang dilakukan oleh dokter ditinjau dari Hukum 

Positif di Indonesia” (Skripsi UIN Alauddin, Makasar, 2015). 
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pasif  dalam hukum pidana dan fiqh jināyah pembahasan ini nanti akan 

dikongkritkan pada pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap 

tindakan eutanasia pasif yang di mana pertanggungjawaban pelaku akan 

diringankan atau bahkan dibebaskan. Apabila pelaku melakukan 

perbuatannya atas dasar permintaan dari pasien atau keluarganya.  

4. Purwoto Eko Soponyono tahun 2016 Program Studi Setrata Satu 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul ‚Kebijakan 

Formulasi pertanggungjawaban pidana Dokter yang melakukan 

euthanasia‛ penelitian ini berpusat pada Hukum yang mengatur tentang 

keberadaan eutanasia di Indonesia seperti KUHP dan pembaharuan 

hukum pidana Indonesia (RUU KUH Pidana).
19

 Sedangkan penelitian 

yang akan penulis bahas terkait dengan tinjauan terhadap pelaku 

tindakan eutanasia pasif yang secara sengaja tidak (lagi) memberikan 

bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien dan dinyatakan 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Mengingat penelitian terkait tinjauan hukum pidana dan fiqh jināyah 

terhadap pelaku tindakan eutanasia pasif yang secara sengaja tidak (lagi) 

memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien dan 

dikenai pertanggungjawaban pidana belum pernah dibahas sebelumnya, serta 

melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana dunia kedokteran saat ini 

semakin berkembang dan teknologi di dunia kedokteran semakin pesat 

namun hukumnya dinilai kurang jelas dengan peraturan yang sudah ada. 

                                                           
19

 Purwoto Eko Soponyono, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang 

Melakukan Eutanasia” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016). 
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Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji 

pertimbangan-pertimbangan secara yuridis terhadap tinjauan terhadap 

pelaku tindakan eutanasia pasif yang dilakukan secara sengaja tidak (lagi) 

memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, 

ditinjau dari hukum pidana dan fiqh jināyah. 

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar 

penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui sanksi tindakan pelaku eutanasia pasif yang dilakukan 

secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat 

memperpanjang hidup pasien ditinjau dari hukum pidana. 

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jināyah terhadap tindakan pelaku 

eutanasia pasif yang dilakukan secara sengaja tidak memberikan bantuan 

medis yang dapat memperpanjang hidup pasien.   

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, Penulis ingin mempertegas kegunaan 

hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya 

dalam dua aspek yaitu : 

1. Aspek teoritis 

a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah 

keilmuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan 
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dengan masalah pengaruh pidana terhadap eutanasia pasif yang 

dilakukan oleh ahli medis atau dokter. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pelaku 

eutanasia pasif.  

2. Aspek praktis 

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi 

masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait adanya 

keringanan hukuman yang diberikan oleh dokter atau ahli medis yang 

melakukan tindak pidana eutanasia pasif karena keterlibatannya dalam 

kondisi yang sulit untuk memilih tetap melihat penderitaan pasien 

sekaligus perekonomian keluarganya atau memutuskan untuk 

menolongnya dengan mengembalikan kepada keluarganya. Agar 

masyarakat tahu terkhusus para akademisi bahwa apabila ia menolak 

permintaan pasien atau keluarganya untuk melakukan eutanasia pasif 

maka ia juga merasa kasihan terhadap keluarga pasien yang kondisi 

perekonomiannya sangat tidak memungkinkan dan kondisi pasien yang 

menderita entah sampai kapan. Tetapi apabila ia memenuhi permintaan 

keluarga pasien dengan menghentikan pemberian bantuan medis yang 

mempercepat kematiannya, maka ia melakukan eutanasia pasif dan bisa 

dianggap melakukan eutanasia pasif.  
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H. Definisi Operasional 

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul 

tersebut antara lain : 

1. Hukum Pidana, bahwa eutanasia pasif ataupun sengaja tidak (lagi) 

memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien ini 

tetap dilarang. Larangan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana terhadap 

meninggalkan orang yang perlu ditolong yang diklarifikasikan dalam 

beberapa pasal yang sampai sekarang masih berlaku. Berdasarkan dari 

beberapa bunyi pasal tersebut yang paling mendekati dengan tindakan 

euthanasia pasif adalah pasal 304 KUHP dan 306 KUHP yang secara 

aktif dilakukan dengan sengaja. 

2. Eutanasia pasif, Eutanasia pasif adalah suatu perbuatan menghentikan 

atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk 

mempertahankan hidup seorang pasien.
20

 Perbuatan eutanasia pasif dapat 

dikaitkan dengan beberapa pasal, bahkan juga untuk peristiwa pulang 

paksanya seorang pasien yang sakit parah. Memang keadaan terakhir ini 

pasti tenaga kesehatan atau beralasan menghormati hak pasiean, padahal 

                                                           
20

 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 

142. 
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yang lebih mengetahui akibat dari peristiwa pulang paksanya pasien 

tersebut adalah dokternya. Sebetulnya keadaan ini dapat diperingan 

dengan usaha perawatan dirumah. Peristiwa seperti ini jika terjadi akan 

dapat dikatakan sebagai melakukan eutanasia pasif dan berarti terjadi 

pembiaran sehingga pasien meninggal dunia.
21

 

3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, 

dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak 

sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, 

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, 

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana 

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak 

ketiga. 

4. Tinjauan fiqh jināyah adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan 

fiqh jināyah dan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh syarak. Fiqh jināyah sering dijumpai dengan 

istilah jina>yat atau jari>mah. Jari>mah dilihat dari segi berat ringannya 

hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran dibagi menjadi 3 

macam yakni : jari>mah hudu>d, kisas/diat, dan ta’zi>r. Jari>mah yang 

dimaksud Penulis dalam penelitian ini adalah jari>mah ta’zi>r. Jari>mah 

ta’zi>r adalah hukum yang belum ditetapkan oleh syarak, dan wewenang 

                                                           
21

 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 79. 
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untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. dipastikan 

ketentuannya tidak ditentukan di dalam Alquran dan sunah Rasul 

sehingga penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (Ulil amri), 

dan terdapat batas minimal dan maksimalnya. Dengan kata lain tinjauan 

fiqh jināyah yang dimaksud Penulis di sini adalah tinjauan menggunakan 

teori fiqh jināyah yaitu teori ta’zi>r. 

 

I. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode 

kualitatif yaitu penelitian kajian pustaka, sejalan dengan ketentuan di atas, 

maka penulisan penelitian ini perlu dan harus menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, 

maka data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

literatur tentang tindakan pelaku eutanasia pasif dalam hukum pidana 

dan fiqh jināyah.  

2. Sumber data 

Berikut adalah sumber data yang dibutuhkan oleh Penulis: 

a. Sumber primer  

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
22

 Sumber primer dalam penelitian ini adalah 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-

undangan: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

kesehatan. 

3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran. 

4) Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 

2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi 

sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian.
23

 Antara lain : 

1) Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum 

Positif dan Hukum Islam; 

2) Sutarno, Hukum Kesehatan (Eutanasia, keadilan dan Hukum 

Positif di Indonesia); 

3) Sayyid Sabiq (ed.), Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor 

Hasanuddin Dari ‛Fiqhus Sunah‛; 

4) A. Djazuli, Fiqh Jina>yah.  

 

                                                           
23

 Zainudin. Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 

yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan 

lain-lain. Sedangkan untuk tahapannya adalah menelusuri buku, artikel, 

dan jurnal yang tercetak atau termuat di perpustakaan, dan internet. 

4. Teknik pengolahan data 

  Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut 

kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut: 

5) Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali 

kelengkapnnya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat 

dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.  

6) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya 

terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah 

dimengerti.  

7) Analizing, yaitu melakukan analisis secara perspektif atau 

menggunakan analisis perspektif dengan menggunakan metode-

metode dan fikih jina>yah (fiqh jināyah) dengan hasil 

pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, 

dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari 

permasalahan yang dipertanyakan. 

5. Teknik analisis data 
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Dalam menganalisis data pada penelitian ini, Penulis 

menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang 

dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap 

masalah yang dibahas dengan menyusun teori-teori sedemikian rupa 

sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan 

mudah.
24

  

Analisis data menggunakan metode deduktif yang 

menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam 

penelitian dari umum ke khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut 

maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun 

data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini 

bertujuan untuk menggambarkan tindakan pelaku eutanasia pasif dalam 

hukum pidana. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan fiqh 

jināyah dalam hal ini adalah teori ta’zi>r. 

Analisis data menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan 

data yang diperoleh dari teori ta’zi>r dalam buku fiqh jina>yah, kemudian 

peneliti ini dapat menjelaskan pelaku eutanasia pasif dalam fiqh jina>yah. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Consuelo G. Savella, Pengantar metode Penelitian. (Jakarta: UI Press, 1993), 71. 
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J. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih 

mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, Penulis 

akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun 

sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua mengemukakan kajian teori terkait pengertian eutanasia 

pasif dalam fiqh jināyah  dan hukum pidana dan teori pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana dan fiqh jināyah, mulai dari pengertian, unsur-unsur, 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dasar hukum pemberlakuan, dan 

teori pertanggungjawaban dalam fiqh jināyah, mulai dari definisi, dasar 

hukum pertanggungjawaban dalam fiqh jināyah, dan hapusnya 

pertanggungjawaban dalam fiqh jināyah. 

Bab ketiga berisi tentang tindakan pelaku eutanasia, karakteristik 

tindakan eutanasia pasif, sanksi tindakan pelaku eutanasia pasif ditinjau dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, 

menurut pakar hukum pidana, dan eutanasia pasif menurut penulis.  
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Bab keempat mengemukakan tentang hasil analisis fiqh jināyah  

terhadap tindakan pelaku eutanasia pasif secara sengaja tidak (lagi) 

memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. dalam 

perspektif hukum pidana dan fiqh jināyah. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN FIQH JINĀYAH TERHADAP TINDAKAN EUTANASIA PASIF 

 

A.  Tinjauan Eutanasia Pasif  

1. Pengertian Eutanasia Pasif  

Eutanasia berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata ‚eu‛ 

artinya baik, tanpa penderitaan, dan ‚tanathos‛ yang artinya mati. 

Jadi ‚eutanasia‛ artinya mati dengan baik, atau mati dengan tanpa 

penderitaan atau mati cepat tanpa derita. Secara etimologi, eutanasia 

dapat diartikan sebagai mati dengan baik. Sedangkan secara harfiah, 

eutanasia tidak dapat diartikan sebagai pembunuhan atau upaya 

menghilangkan nyawa seseorang. Hippokrates yang pertama kali 

menggunakan istilah ‚eutanasia‛ pada ‚sumpah Hippokrates‛ (ditulis 

tahun 400-300 sebelum masehi). Sumpah ini berbunyi: saya tidak 

akan menyarankan dan/atau memberikan obat yang memastikan 

kepada siapa pun meskipun telah dimintakan untuk itu‛.
1
 

Menurut Philo (50-20 SM), eutanasia berarti mati dengan 

tenang dan baik, sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya 

Vita Caesarum mengatakan bahwa eutanasia berarti ‚mati dengan 

cepat tanpa derita‛. 

John Suryadi dan S. Koencoro. Mengamukakan bahwa 

‚menurut arti bahasa eutanasia itu adalah obat untuk mati dengan 

                                                           
1
 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 

139. 
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tenang‛, sementara menurut dr. Ahmed, Ahmad Ramli dan K. St. 

pemuncak, ‚eutansia berarti mati suci tanpa berita‛. Sedangkan 

menurut Kartono Muhammad ‚secara harfiah eutanasia berarti mati 

secara baik‛. Dan eutanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter 

Belanda), eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu 

untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melaukan 

sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang 

pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.
2
 

Eutanasia pasif adalah dokter atau tenaga kesehatan lain 

secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat 

memperpanjang hidup pasien, misalnya menghentikan pemberian 

infus, makanan lewat sonde, alat bantu nafas, atau menunda operasi.
3
 

Eutanasia pasif juga bisa diartikan sebagai perbuatan 

menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang 

perlu untuk mempertahankan hidup manusia atau mempertahankan 

hidup seorang pasien.
4
 

Kode etik kedokteran Indonesia menggunakan eutanasia dalam 

tiga arti, yaitu: 

a. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa 

penderitaan, buatt yang beriman dengan nama Allah di bibir.  

                                                           
2
 Ibid, 140. 

3
 Ibid, 144. 

4
 Hendik, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC, 2011), 101. 
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b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit 

dengan memberikan obat penenang. 

c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja 

atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. 

Dari pandangan dokter, eutanasia adalah dengan sengaja 

melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau 

sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau 

mengakhiri hidup seorang pasien, dan dilakukan untuk kepentingan 

pasien sendiri.
5
 

 

2. Unsur-Unsur Tindakan Eutanasia Pasif 

Manusia mempunyai segi materiil dan segi spiritual di dalam 

kehidupannya. Segi materiil mengandung karya, yaitu kemampuan 

manusia untuk menghasilkan benda-benda, sedangkan dari segi 

spiritual manusia mengandung cipta yang menghasilkan ilmu 

pengetahuan, karsa yang menghasilkan kaidah kepercayaan, 

kesusilaan, kesopanan dan hukum, serta rasa yang mengasilkan 

keindahan. Manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dengan logika, 

menyerasikan perilaku dengan kaidah-kaidah melalui etika dan 

mendapatkan keindahan melalui estetika.
6
 

Kenyataan dimasyarakat kalau ada orang yang sakit keras 

berkepanjangan, sering dilakukan pembacaan ayat-ayat suci al-

                                                           
5
 Soekijo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), 144. 

6
 Sutarno, Hukum Kesehatan Euthanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 177. 
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Qur’an, semisal surat yasin. Hanya usahanya dengan doa dan 

tujuannya adalah supaya disegerakan diambil atau disembuhkan oleh 

Tuhan Yang Maha Kuasa.  

Bentuk lain dari eutanasia pasif dimasyarakat antara lain jika 

ada anggota keluarga yang sakit berat dan berkepanjangan, ada 

sebagian kelompok dimasyarakat yang percaya bahwa si sakit 

mempunyai pegangan. Agar bisa lancer, maksudnya agar lebih cepat 

sampai ke kematian, maka pegangannya diambil atau diminta atau 

disingkirkan.  

Bicara masalah eutanasia pasif dimasyarakat luas, ada 

segolongan masyarakat setuju, tetapi banyak yang mengatakan tidak 

setuju. Fase awal dari pembicaraan jarang sekali yang menyatakan 

persetujuannya, walaupun setelah mengerti apa arti eutanasia pasif itu 

sendiri dan kenyataan dimasyarakat sebagian dari mereka menjadi 

setuju. Ternyata belum banyak yang tahu apa arti eutanasia pasif.
7
 

Kebiasaan masyarakat melaporkan kejadian eutanasia pasif 

relatif masih sangat jarang, hal ini dapat disebabkan karena keluarga 

pasien atau korban merasa diuntungkan dengan peristiwa eutanasia 

pasif, atau bahkan mereka yang memintanya. Data pula disebabkan 

ketidaktahuan masyarakat atau ignorensi tentang eutanasia pasif itu 

sendiri dan mungkin kebiasaan tidak memperpanjang masalah yang 

berkaitan dengan seseorang yang sudah meninggal dunia.  

                                                           
7
 Ibid, 178. 
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Satochid Kartanagara: tindak atau tindakan pidana mencakup 

pengertian melakukan atau berbuat dan atau pengertian tidak 

melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan 

demikian jika eutanasia pasif dianggap suatu tindak pidana, berarti 

eutanasia pasif sama merupakan tindak pidana, karena pasif berarti 

tidak melakukan yang seharusnya dilakukan.
8
 

Sudah ada perubahan jiwa dari pemikiran tentang penghilangan 

nyawa manusia. UU kesehatan yang baru yaitu UU no. 36 tahun 2009 

tentang kesehatan telah mengalami perubahan mendasar, yaitu terjadi 

legalisasi aborsi untuk korban pemerkosaan tertentu, juga terhadap 

janin yang akan lahir cacat berat. Pergeseran dari illegal menjadi legal 

ini sangat mendasar. Kalau hal yang sangat mendasar ini bisa digeser 

kenapa dalam hal eutanasia pasif yang justru sangat penting menolong 

menghilangkan penderitaan manusia tidak dapat. Jelas bukan semua 

macam eutanasia harus dilegalkan, tetapi hanya yang tidak dapat 

dihindarkan dari kematian pasien dan menyengsarakan. Hal ini pasti 

dapat dilakukan, hanya tinggal menetukan mana Janis eutanasia yang 

bisa dilegalkan dan mana yang mutlak tidak bisa.  

Pada pasien yang minta pulang paksa, padahal dokter tahu 

bahwa apabila diijinkan maka penyakitnya akan menjadi makin parah 

bahkan meninggal dunia, maka keadaan ini ada yang menyebutnya 

sebagai golongan eutanasia pasif.  

                                                           
8
 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 159. 
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Pada kasus eutanasia pasif maka dokter yang mengizinkan 

dapat terancam pasal 304 KUHP, tentang membiarkan seseorang 

dalam keadaan sengsara padahal dia wajib memberi perawatan. 

Peristiwa eutanasia pasif jika dianggap sebagai bunuh diri, maka 

dokter yang mengijinkan dapat dikenai pasal 345 KUHP. Dapat saja 

dokter ini tidak mengizinkan, tetapi pasien yang memaksa karena 

pasien mempunyai otonomi, bebas menentukan nasib mereka sendiri, 

dokter harus menghormati hak tersebut.
9
 

Kondisi pasien pulang paksa, yang telah tanda tangan dapat 

dianggap sebagai eutanasia pasif atau dikenai pasal 304 KUHP 

tentang pembiaran orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib 

memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu, 

karena hukum yang berlaku atasnya. Kondisi ini merupakan hal yang 

perlu mendapatkan perhatian dalam memikirkan legalitas sebagai dari 

eutanasia pasif di Indonesia, dan dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum baik kepada pihak pasien maupun tenaga 

kesehatan.  

 

B. Eutanasia Pasif menurut Fiqh jināyah 

1. Pengertian Eutanasia Pasif menurut Fiqh jināyah  

Eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu 

(nalaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja 

melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup 

                                                           
9
 Ibid, 161. 
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seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan 

pasien itu sendiri.
10

 

Definisi di atas menggambarkan bahwa eutanasia itu bukan 

hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang sangat 

menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya 

untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa 

upaya pengobatan.
11

 

Sedangkan eutanasia pasif adalah tindakan yang membiarkan si 

pasien dalam keadaan tidak sadar (comma) tanpa memberikan 

bantuan medis sehingga berakibat kematian pada pasien. Karena 

berdasarkan pengalaman atau ukuran medis sudah tidak ada harapan 

hidup, atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya, 

mungkin karena salah satu organ pentinya sudah rusak atau lemah 

seperti bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak 

(stroke) akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, atau tidak 

berfungsinya jantung dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini sering 

disebut dikalangan masyarakat umum dengan istilah ‚antara hidup 

dan mati‛.
12

 

Definisi eutanasia yang dikemukakan di atas sedikitnya 

mencakup tiga kemungkinan: 

                                                           
10

 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13. 
11

 Ibid, 13. 
12

 Mufidah Saggaf Aljufri, ‚Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis Nabi‛ (Jurnal 

Rausyan Fikr Vol 10 No 2 Usuluddin IAIN Palu, Sulawesi Tengah, 2014) 178. 
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a. Memperbolehkan (membiarkan) seseorang mati.  

b. Kematian karena belas kasihan  

c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.  

Memperbolehkan seseorang mati mengandung pengertian 

tentang adanya suatu kenyataan, bahwa segala macam 

menyembuhakan terhadap penyakit seseorang, sudah tidk ada 

manfaatnya lagi. Secara medis usaha penyembuhan tersebut tidak ada 

hasilnya yang positif, malah dalam keadaan tertentu, ada 

kemungkinan pengobatan tersebut justru mengakibatkan 

bertambahnya penderitaan. Dalam keadaan demikian, seorang 

penderita lebih baik dibiarkan meninggal dalam keadaan tenang tanpa 

ada campur tangan manusia.
13

 

Kematian karena belas kasihan merupakan suatu tindakan 

langsung dan disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang 

didasarkan atas izin dan permintaannya. Hal ini disebabkan oleh 

kondisi penderita yang sudah tidak tahan lagi menanggung rasa sakit 

yang demikian berat. Keadaan ini tentunya tidak sama dengan 

memperbolehkan seseorang mati, walaupun mungkin ada juga 

persamaannya.  

Pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang karena belas 

kasihan memberikan pengertian terhadap suatu tindakan yang 

langsung untuk menghentikan kehidupan penderita tanpa izinnya. 

                                                           
13

 Ibid, 14. 
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Tindakan ini didasarkan atas asumsi bahwa kehidupan si penderita 

selanjutnya tidak ada artinya lagi. Tentu saja ada perbedaan antara 

peristiwa ini dengan kematian karena kasihan, yaitu bahwa dalam 

peristiwa yang terakhir ini tindakan dilakukan tanpa izin dan 

persetujuan si penderita.
14

 

Pada dasarnya, eutanasia pasif pada tatanan praktek secara 

sadar atau tidak bisa saja terjadi di Indonesia, yang tidak sadar 

terpaksa melakukannya karena kurangnya fasilitas yang ada di rumah 

sakit. Sedangkan yang sadar membiarkan pasien yang sudah tidak 

tertolong lagi dibawa pulang. Disamping yang mengundang timbulnya 

praktek eutanasia pasif adalah keterbatasan fasilitas penolong, ruang 

yang ada di rumah sakit dan mengingat beban keluarga dengan 

mahalnya biaya pengobatan.
15

 

 

2. Dasar Hukum Eutanasia Pasif menurut Fiqh jināyah  

Salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam adalah untuk 

memelihara jiwa manusia. Dalam rangka memelihara jiwa ini, 

manusia diperintahkan melakukan upaya-upaya guna 

mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diperintahkan untuk 

makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Apabila ia sakit 

diperintahkan untuk beraobat. Disyariatkannya hukuman qishāsh dan 

diat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, juga dalam rangka 

                                                           
14

 Ibid, 14. 
15

 Mufidah Saggaf Aljufri, ‚Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis Nabi‛ (Jurnal 

Rausyan Fikr Vol 10 No 2 Usuluddin IAIN Palu, Sulawesi Tengah, 2014) 179. 
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penegakan kehidupan ini, sebaliknya perbuatan-perbuatan yang akan 

merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan, dilarang untuk 

dilakukan dan diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya.
16

  

ۚ

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 

mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 

barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) 

ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta 

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), 

kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 

terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka 

dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang 

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan 

hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, 

maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut 

untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 92)
17

 

Dalam hadis-hadis Nabi, larangan pembunuhan ini dipertegas 

oleh Rasulullah Saw. Hadis-hadis itu antara lain:  

Hadis aisyah r.a 

                                                           
16

 Ibid, 69. 
17

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 93. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

 
 

‚Dari Aisyah r.a dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda: tidak halal 

membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga 

perkara: (1) pezina muhshan (sudah berkeluarga) maka ia harus 

dirajam (2) seseorang yang membunuh seorang muslim dengan 

sengaja, maka ia harus dibunuh, dan (3) orang yang keluar dari Islam, 

kemudian ia memrangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, 

dan disalib, atau diasingkan dari tempatnya.‛ HR Abu Dawud dan 

Nasai.  

 
Dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis tersebut di atas, diambil 

suatu asumsi bahwa eutanasia pasif, dimana seorang dokter 

melakukan upaya aktif membantu mempercepat kematian seorang 

pasien, yang menurut dugaan dan kerkiraannya tidak dapat bertahan 

untuk hidup meskipun atas permintaan dan persetujuan si pasien atau 

keluarganya, jelas dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut 

tergolong kepada pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan yang 

dibolehkan oleh Islam, hanya pembunuhan yang dilakukan karena 

alasan yang sah menurut sharak, sedangkan eutanasia tidak termasuk 

dalam jenis (alasan) ini. Pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam 

merupakan:  

a. Pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina muhsan (yang 

sudah berkeluarga) 
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b. Hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan sengaja  

c. Hukum bunuh bagi orang yang murtad dan menggangu 

keamanan.
18

 

Disamping itu permintaan untuk dilakukannya eutanasia pasif 

baik oleh pasien maupun keluarganya, mencerminkan sikap dan 

perasaan putus asa. Sikap semacam ini tentu saja tidak disukai dan 

dilarang oleh Allah Swt. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat 

Yusuf [12] ayat 87: 

ۖ

Artinya: Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir". (Q.S Yusuf [12]: 87)
19

 

Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini 

mencakup pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain 

guna mempercepat kematiannya. Ini berarti eutanasia pasif itu 

dilarang oleh Islam.
20

 

Hal ini telah dinyatakan dalam surat al-Isra’ [17] ayat 85: 

ۖ

                                                           
18

 Ibid, 75. 
19

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 246. 
20

 Ibid, 78. 
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Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: 

"Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi 

pengetahuan melainkan sedikit". (Q.S Al-Isra’ [17]: 85).
21

 

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kematian itu 

terjadi bukan hanya berhentinya fungsi spontan pernapasan dan 

jantung, melainkan juga karena terlepasnya ruh dari jasad manusia. 

Apabila ruh masih ada dalam diri manusia, maka manusia itu masih 

hidup, dan apabila ruh itu pergi (terlepas), maka ia dikatakan mati.
22

  

Menurut pandangan Islam, manusia tidak mempunyai hak 

untuk menentukan sendiri saat kematiannya, sebagaimana yang 

diakui oleh kalangan kedokteran. Oleh karenanya maka persetujuan 

yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter untuk membantu 

mempercepat kematiannya, dianggap tidak ada dan tidak 

berpengaruh sama sekali terhadap larangan perbuatan pembunuhan. 

Dengan demikian, dokter yang melakukan eutanasia pasif tetap 

dianggap melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman.  

Selanjutnya pandangan Islam tentang eutanasia pasif, dalam 

ajaran Islam sakit yang menimpa seseorang dapat menghapus dosa. 

Ketentuan ini tercantum dalam hadis Nabi Saw.
23

  

                                                           
21

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 290. 
22

 Ibid, 79. 
23

 Ibid, 83. 
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‚Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: tidaklah 

menimpa kepada seorang muslim, baik kesulitan, sakit, kesedihan, 

kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri menancapnya, kecuali 

Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan semuanya itu‛. 

HR Bukhari. 

Meskipun demikian, ini sama sekali tidak berarti, bahwa 

penyakit yang menimpa seseorang harus dibiarkan saja tanpa upaya 

pengobatan, dengan alasan agar dosanya terhapus. Agama Islam 

memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa 

manusia. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah 

pengobatan ini, antara lain:  

‚Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Allah tidak 

menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya‛. HR 

Ahmad, Bukhori dan Muslim. 

Dari hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa upaya 

pengobatan bagi orang yang sakit, baik yang ringan maupun yang 

berat, harus dilakukan. Akan tetapi, sampai kapan pengobatan itu 

harus dilakukan, terutama untuk pasien yang kondisi penyakitnya 

sudah sampai kepada tingkat tidak dapat diobati lagi atau sudah 
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masuk kategori stadium terminal. Dalam hal ini tidak ada keterangan 

dari Rasulullah Saw. Baik yang bersifat memerintahkan melanjutkan 

pengobatan maupun yang melarang menghentikannya. Apabila 

masalahnya demikian, maka penyelesaiannya diserahkan kepada 

dokter yang mengobatinya dan pasien atau keluarganya. Apabila 

dokter menyatakan dan hal itu tentu saja merupakan hasil ijtihadnya 

bahwa penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau 

sudah masuk dalam stadium terminal, dan pihak pasien atau 

keluarganya meminta atau menyetujui dihentikannya upaya 

pengobatan, maka penghentian pengobatan tersebut hukumnya 

dibolehkan, meskipun akibatnya mungkin pasien tersebut akan 

meninggal. Dalam situs dan kondisi seperti ini, tindakan yang bisa 

dilakukan oleh pasien atau keluarganya adalah bersabar dan tawakkal 

serta berdoa kepada Allah Swt.
24

 

Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari dan Muslim: 

                                                           
24

 Ibid, 86. 
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"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang wania berkulit hitam dating 

kepada Nabi Saw, ia berkata: saya kadang-kadang tidak sadar, dan 

saya khawatir aurat saya terbuka ketika tidak sadar itu. Oleh karena 

itu doakanlah kepada Allah. Nabi menjawab: apabila engkau mau 

engkau bisa bersabar dan engkau akan memperoleh surge, dan 

apabila engkau mau maka engkau berdoa kepada Allah untuk 

menyembuhkanmu. Wanita itu berkata: saya bisa bersabar, tetapi 

saya tetap khawatir aurat saya terbuka. Oleh karena itu mohonkanlah 

kepada Allah agar saya tidak melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah 

Saw. Mendoakannya‛. Muttafaq ‘alaih.  

Menurut Imam Syaukani, hadis ini merupakan dalil tentang 

dibolehkannya meninggalkan, menghentikan, atau tidak melakukan 

upaya pengobatan terhadap pasien yang kondisinya sudah tidak 

mungkin lagi untuk disembuhkan. Di samping itu, juga hadis tersebut 

merupakan dalil bahwa berobat dengan doa disertai tawakkal kepada 

Allah, adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.  

Dari uraian tersebut di atas data disimpulkan, bahwa eutanasia 

pasif, dimana seorang dokter menghentikan pengobatan terhadap 

pasien yang menurut perkiraannya tidak mungkin disembuhkan lagi, 

atas permintaan pasien dan keluarganya, hukumnya dibolehkan. 

Termasuk juga dalam kategori ini, penghentian pengobatan karena 

kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkannya, 

yang oleh dr. Rully Roesli dari klinik Ginjal Bandung, disebut 

eutanasia akibat sikon. Namun demikian, hal ini tidak berarti ikhtiar 

untuk menyembuhkannya dengan cara lain, harus dihentikan sama 
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sekali, karena ketentuan dan hakikat kesembuhan, serta hidup dan 

matinya seorang pada akhirnya berada ditangan Allah Swt.
25

   

 

C. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana  

1. Pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana  

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut 

sebagai torekenbaarheid (Belanda) atau Criminal responsibility atau 

bisa disebut criminal lialibility (Inggris). Pertanggungjawaban pidana 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau 

terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana menjurus 

kepada orang yang melakukan perbuatan kejahatan pidana. Seseorang 

tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan 

asas dalam hukum pidana yang berbunyi geen staf zonder schuld 

(tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat 

dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak 

tertulis Indonesia saat ini berlaku.
26

 

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana dapat diberi arti 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa 

melanggar larangan tersebut. Jadi larangan ditujukan pada 

perbuatannya, sedangkan ancamannya ditujukan pada orangnya, yaitu 

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Ada hubungan erat 

                                                           
25

 Ibid, 88. 
26

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2008) 153. 
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antara larangan dan ancaman pidana. Untuk menyatakan hubungan 

yang erat tersebut, maka dipakai istilah perbuatan pidana. Perbuatan 

yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada keadaan 

konkret, pertama, adanya kejadian yang tertentu, kedua, adanya orang 

yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.
27

 

Dalam pidatonya di acara Diesnalis Universitas Gajah Mada 

tahun 1955, diambil contoh dari Schepper bahwa tidak selalu orang 

yang sengaja merampas nyawa orang lain, dilarang dan diancam 

dengan pidana. Ini bukan hanya kalau pembunuhan melakukan 

perbuatannya karena perintah jabatan atau ketentuan undang-undang, 

akan tetapi juga jika perbuatan itu terjadi dalam gelangang tinju. 

Pakar lain mempunyai pendapat yang berbeda-beda, misalnya istilah 

yang dipakai oleh Wirjono Prodjodikoro, istilah strafbaar feit 

diterjemahkan sebagai tindak pidana da nada unsurnya antara lain 

perbuatan pidananya.
28

 

Secara kodrati, setiap manusia dibebani oleh tanggung jawab. 

Dalam hal berbuat sesuatu, setiap orang diwajibkan pula untuk 

memikul tanggung jawab (aasprakkelijk) terhadap tindakan atau 

perbuatannya. Bertanggungjawab berarti terikat, dengan demikian 

tanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan.
29

 

                                                           
27

 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, (Malang: 

SETARA Press, 2014), 69. 
28

 Ibid., 70.  
29

 Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan penghapusan pidana, (Jakarta: 

SINAR GRAFIKA, 2017), 276. 
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Tanggung jawab secara hukum di sini dimaksud tanggung 

jawab secara hukum pidana. Dalam hal ini tanggung jawab hukum 

sangat ditentukan oleh adanya suatu kesalahan dalam arti dolus 

maupun culpa. Dengan demikian, di dalam ilmu hukum, kesalahan 

selalu terkait dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Oleh 

karena itu, setiap perbuatan dari orang yang mampu bertanggung 

jawab dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau 

tindak pidana.
30

 

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana dengan tegas 

ketentuan dalam pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan: ‚tidak seorang 

pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan‛. Pasal 

36 menegaskan: ‚pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya 

celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif 

kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana 

karena perbuatannya itu‛. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat 

diselesaikannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan 

adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan merupakan asas 

fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya 

pembuat kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan 

                                                           
30

 Ibid., 277. 
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bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan 

pemaaf (pasal 37 ayat (2)).
31

 

 

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 

Dalam hukum positif pada masa sebelum revolusi perancis, 

kondisinya tidak seperti sekarang. Setiap orang dapat dibebani 

pertanggungjawaban pidana tanpa mengenal kondisi orang dan tanpa 

membedakan apakah orang tersebut melakukan atas dasar kemampuan 

sendiri atau tidak, dewasa atau belum. Tidak hanya itu, binatang dan 

benda mati dibebani pertanggungjawaban pidana apabila 

menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Selain itu, kematian tidak 

bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan pengadilan dan 

hukuman. Bahkan seseorang harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak tahu dan tidak 

ikut serta melakukan. Setelah revolusi perancis, pertanggungjawaban 

hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta memiliki 

pengetahuan dan pilihan.
32

 

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus 

memenuhi 3 unsur yaitu:
33

  

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab 

                                                           
31

 Ali Zaidan, Menuju Pembaharuam Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 371. 
32

 Sahid, Pengantar Fiqh jināyah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154. 
33

 Marusaha Simatupang, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia 

ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana”, (Jurnal Universitas Sumatera Utara, Medan, 

2017),16. 
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Tentang kemampuan bertanggungjawab ini 

terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para 

pakar, antara lain:
34

 

Menurut Simons ‚Kemampuan bertanggungjawab dapat 

diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga 

penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara 

umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. 

Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab 

apabila:  

1) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa 

perbuatannya bertentangan dengan hukum yang 

berlaku. 

2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan 

kesadaran tadi.‛ 

b. Kesalahan  

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana sangat 

penting, karena dengan menentukan ada tidaknya dan 

macam kesalahan itu, akan menentukan pula berat 

ringanya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang. 

Apalagi telah umum dianut adagium yang berbunyi ‚tidak 

ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan‛. Pengertian 

kesalahan dapat dilihat dari bahasa sehari-hari, moral, 

                                                           
34

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) 85-86. 
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hukum perdata dan hukum pidana. Tetapi dalam sudut 

pandang manapun, didalam kesalahan selalu terkandung 

ketercelaan tertentu. 

Dalam hukum pidana, pengertian kesalahan telah 

banyak diteorikan, dan Simons menempatkan kesalahan 

sebagai salah satu usur dari tindak pidana, tetapi ada yang 

menempatkannya sebagai unsur pertanggungjawaban 

pidana yaitu Roeslan Saleh dan Moeljatno.
35

 

Roeslan Saleh dan Moeljatno mengatakan 

‚Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam pidana 

bagi kami tidaklah hanyya sekedar perhubungan dengan 

soal strafbaar feit belaka. Kami katakana bahwa perbuatan 

pidana dan pertanggungan jawab pidana merupakan dua 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Di atas dua hal 

inilah dibangun seluruh hukum pidana Indonesia.‛ 

Tolak pangkal dari memasukkan kesalahan sebgai 

unsur dari pertanggungjawaban pidana ialah orang hanya 

akan dipidana jika ia mempunyai pertanggungjawaban 

pidana. Dan dasar dari dipidananya si pelaku adalah atas 

asas ‚tidak dipidana jika tiada kesalahan‛.
36

 

1) Kesengajaan atau (Dolus) 

                                                           
35

 Ibid., 85. 
36

 Ibid., 87. 
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Kesengajaan atau dolus pelaku mempunyai hubungan 

kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan baik 

terlarang maupun keharusan, disbanding dengan 

kelalaian atau culpa, karenanya ancaman pidananya 

juga lebih berat. Kesengajaan menurut memori 

penjelasan, kesengajaan ialah menghendai dan 

menginsyafi. Yang artinya orang yang melakukan suatu 

tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan 

menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.  

Sifat kesengajaan ada dua macam, yang pertama dolus 

malus yaitu dimana seseorang melakukan tindak pidana 

tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi 

juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh 

undang-undang dan diancam dengan pidana. Dan yang 

kedua, kesengajaan yang mempunyai sifattertentu, 

cukup jika hanya menghendaki tindakannya itu.  

Untuk gradasi kesengajaan, ada tiga macam yaitu: 

a) Kesengajaan sebagai maksud, terjadinya suatu 

tindakan dan akibatnya adalah betul-betul sebagai 

perwujudan dari maksud tau tujuan dan 

pengetahuan dari pelaku.  

b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau 

keharusan, terjadinya akibat dari suatu tindakan 
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yang seharusnya disadari oleh pelakunya yang pasti 

akan terjadi. 

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau 

dolus eventualis, kesengajaan dengan kesadaran 

mungkin atau kesadaran bersyarat. Gradasinya 

paling rendah dan bahkan kadang-kadang agak sulit 

membedakannya dengan kealpaan.
37

 

Kesalahan merupakan unsur yang paling penting 

dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, 

maka untuk menentukan adanya kesalahan dari suatu 

perbuatan yang dilakukan seorang terdakwa sebagaimana 

halnya seorang dokter yang didakwa melakukan eutanasia 

pasif, setidak-tidaknya harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut:
38

 

(1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan 

hukum) 

(2) Diatas umur tertentu dan mampu 

bertanggungjawaban 

(3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 

kesengajaan dan kealpaan 

(4) Tidak adanya alasan pemaaf. 

                                                           
37

 Ibid.,89. 
38

 Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik pertanggungjawaban dan penghapusan pidana, (Jakarta: 

Sinar Grafika 2017), 277. 
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2) Kealpaan (Culpa) 

Dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat beberapa 

yaitu: 

a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan
39

 

b) Kekurangan pengetahuan yang diperlukan 

c) Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan 

Kealpaan, seperti halnya kesengajaan juga merupakan 

bentuk dari kesalahan, hanya derajatnya lebih rendah 

dari pada kesengajaan. Sedangkan gradasi kealpaan 

dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu menurut 

kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku dan menurut 

kesadarannya. Menurut kecerdasan atau kekuatan 

ingatannya digradasikan sebagai kealpaan yang berat 

dan kealpaan yang ringan, sedangkan menurut 

kesadarannya, digradasikan kealpaan yang disadari dan 

kealpaan yang tidak disadari. 

c. Tidak ada alasan pemaaf 

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan 

terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap 

bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan 

pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada 

                                                           
39

 Ibid., 89. 
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kesalahannya. Dari pengertian alasan pemaaf ini dapat 

ditarik pengertian tentang tiada alasan pemaaf yaitu tidak 

adanya alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. 

Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat 

melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan.
40

 

Ditinjau dari sisi hukum, kasus eutanasia dapat dianggap 

suatu pembunuhan. Pada Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, seorang dapat dipidana atau dihukum apabila ia 

menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau 

karena kekurang hati-hatiannya. Ketentuan pelanggaran 

pidana yang berkaitan langsung dengan eutanasia pasif 

terdapat pada pasal 304 KUHP yang berbunyi 

‚Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau 

membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah‛.
41

 

 

 

 

                                                           
40

 Ibid., 17. 
41

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal 561. 
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D. Pertanggungjawaban menurut Fiqh jināyah  

1. Pengertian Pertanggungjawaban menurut Fiqh jināyah 

Pertanggungjawaban Pidana secara etimologi dalam bahasa 

Arab, yaitu al-mas’uliyah al-jina’iyah. Menurut terminology 

pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam 

pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa 

yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. 

Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan 

ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan atau tidak berbuat.
42

 

Manusia sebagai mahluk Allah dimuka bumi ini memiliki hak-

hak tertentu yang harus dihormati yang diistilahkan di dalam ilmu 

Ushul Fiqh dengan ‚ahliyatul wujub‛. Dasar dari ahliyatul wujud ini 

adalah kemanusiaan, Allah menyatakan ‚dan sesungguhnya kami 

muliakan anak Adam‛ (Al-Isra: 70).
43

 

Di dalam fiqh jināyah, pertanggungjawaban pidana didasarkan 

pada tiga hal yaitu: Pertama, adanya perbuatan yang dilarangnya. 

Kedua, adanya kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan. 

Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan tersebut mempunyai akibat 

tertentu. 

                                                           
42

 Sahid, Pengantar Fiqh jināyah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 151. 
43

 A. Djazuli, Fiqh Jina>yah (Upaya mengulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2000), 241. 
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Dengan adaya dasaran seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang 

dapat dibebani hukuman adalah manusia subjek hukum dan harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika apabila ketiga dasar tersebut 

terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Maka 

dengan ini, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan 

terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban. Selain itu, badan hukum 

dikenai pertanggungjawban pidana. Karena badan hukum tidak bisa 

berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Melainkan pertanggungjawaban dikenai kepada orang yang mewakili 

badan hukum tersebut. Dengan demikian apabila terjadi perbuatan 

yang dilarang yang dilakukan orang seseorang yang bertindak atas 

nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani 

pertanggungjawaban.  

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebab-sebab yang 

melahirkan keringanan diantaranya adalah keterpaksaan, 

ketidaktahuan, lupa, dan ketidak sempurnaan. Hal-hal tersebut dalam 

fiqh Jina>yah dapat menghapuskan hukuman. Sebab, seseorang akan 

dituntut karena perbuatannya jika ia melakukan perbuatan tersebut 

disertai dengan pengetahuan bahwa perbuatan tersebut terlarang 

(haram) dilakukan. Ia harus memahami taklif yang dibebankan 

kepadanya. Selain itu, ia melakukannya atas kemauannya sendiri, 
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bukan terpaksa. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebuah 

kaidah berkenaan dengan dasar pertanggungjawaban pidana yaitu:
44

  

Barangsiapa yang melakukan (perbuatan Jari>mah) karena 

ketidaktahuan atau keterpaksaan maka tidak ada hukuman baginya.  

Hak kemanusiaan ini melekat pada diri manusia dari mulai 

janin di dalam perut ibunya sampai dia meninggal dunia, misalnya hak 

untuk hidup, oleh karena itu barangsiapa yang membunuh janin di 

dalam perut ibunya maka orang tersebut akan mendapat sanksi, hak-

hak ini bertambah setelah manusia itu lahir, misalnya hak memiliki, 

dan hak mendapatkan pendidikan dari keluarganya dan ulil amri. Dan 

apabila telah dewasa manusia punya hak menentukan pilihannya di 

dalam berbagai aspek kehidupan social, ekonomi, politik yang 

menurut pertimbangannya maslahah, bagi kehidupannya.  

Disamping hak tersebut, sesudah dewasa (mukalaf) manusia 

juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban-kewajiban 

ini harus dilaksanakan agar hak orang lain dan hak masyarakat tidak 

dilanggar. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk 

menghormati dan menjaga artinya tidak mengganggu hak orang lain 

selama penggunaan hak pribadi tersebut digunakan dengan cara tidak 

                                                           
44

 Jaih Mubarok & Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jina>yah (Asas-asas Fiqh jināyah), (Bandung: 

Pustaka Bani Quraisy, 2004), 70. 
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melanggar hak orang lain (hak adami) dan tidak melanggar hak 

jama’ah (hak Allah).
45

 

Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain baik hak 

perorangan maupun hak masyarakat maka dia harus 

mempertanggungjawabkannya. Di sini muncul petanggungjawaban 

pidana (al-Masuliyah, al-Jina>yah) 

Dalam fiqh Jina>yah, orang yang mendapat pertanggungjawaban 

adalah orang yang mendapat taklif, yaitu orang mukallaf. Pembebasan 

pertanggungjawaban tersebut ketiga orang tersebut, berdasarkan 

firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 106: 

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (dia 

dapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir tetapi 

hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi  

orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan 

Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl {[16]: 

106)
46

 

Apabila si pelaku kejahatan tidak punya pilihan di dalam 

melaksanakan perbuatan tersebut seperti dipaksa atau si pelaku 

tersebut tidak mengetahui akan akibat perbuatannya seperti orang gila 

                                                           
45

 Ibid., 242. 
46

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 279. 
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atau anak kecil maka ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban 

pidana.
47

  

2. Dasar Hukum pertanggungjawaban fiqh jināyah 

Seseorang yang melakukan kejahatan, maka seseorang tersebut 

yang bertanggungjawab atas perbuatannya, bukan orang lain.
48

 Hal ini 

berdasarkan firman Allah Swt:  

Surat Fatir ayat 18 

ج

 
جقلى

 

ج

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk 

memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun 

meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya 

yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut 

kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan 

mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan 

dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya 

sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu). (QS. Fatir [35]: 18)
49

 

 

An najm 38-39 yang berbunyi:  

  

Artinya: Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 

orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya. (QS. An Najm [53]: 38-39)
50

 

                                                           
47

 Ibid. 242. 
48

 Ibid., 154. 
49

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 436. 
50

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 527. 
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Surat Fussilat 46: 

قلىصلى

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka 

(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan 

perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali 

tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya. (QS. Fussilat [41]: 

46)
51

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melawan hukum 

dimintai pertanggungjawaban. Tentang pertanggungjawaban bagi 

orang yang melawan hukum, diantaranya adalah ayat-ayat sebagai 

berikut:  

Surat Al Baqarah ayat 178 : 

صلى

ج

قلىقلى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan 

wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada 

yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu 

adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa 

yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah [2]: 178) 
52

 

 

                                                           
51

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 481. 
52

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 27. 
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Surat Al Baqarah ayat 179 

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. 

Al-Baqarah [2]: 179)
53

 

 

Ayat di atas memperlihatkan adanya unsur melawan dari delik 

itu sendiri, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia 

dikenai hukum bunuh, yaitu qishah. Jika pihak keluarganya terbunuh 

memberikan maaf atau pengampunan, pembunuh dikenai hukuman 

diyat.  

Didalam surat An-Nur ayat 4 Allah bersabda:  

ج

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali 

dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nur 

[24]: 4)
54

 

 

ayat di atas memperlihatkan adanya pertanggungjawaban bagi 

orang yang menuduh zina dengan dicambuk delapan puluh kali jika 

tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Selain itu, ayat 

tersebut secara tidak langsung melarang menuduh zina. Ketika ada 

                                                           
53

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 27. 
54

 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, …, 350. 
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larangan kemudian terjadi perbuatan melanggar hukum sedang orang 

tersebut mengerti akibat hukumnya, maka tindakan tersebut melawan 

hukum dan pelakunya dikenai sanksi hukum.  

 

3. Hapusnya Pertanggungjawaban Fiqh jināyah 

Pertanggungjawaban di dalam fiqh Jina>yah bisa dihapus karena 

ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku itu sendiri. Dalam 

hal yang pertama perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang 

biasanya disebut dengan unsur pembenar, seperti pembelaan diri (al-

Baqarah: 194), pendidikan (An nisa: 34), pengobatan, permainan olah 

raga (Al-Anfal: 60), hapusnya jaminan keselamatan (al-Isra: 33), dan 

menggunakan wewnang dalam melaksanakan kewajiban bagi ulul 

amri. (An Nisa: 59).
55

 

Adapun hal kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi 

kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku 

itu sendiri biasanya disebut unsur pemaaf, seperti dalam keadaan 

dipaksa atau terpaksa (al-Baqarah: 173) mabuk, gila dan belum 

dewasa qaidah fiqh menyatakan: ‚kesengajaan anak kecil atau orang 

gila dianggap kesalahan‛. 

Di dalam pelaksanaanya baik unsur pembenar maupun unsur 

pemaaf memiliki batas-batas tertentu artinya pertanggungjawaban 

pidana bisa hapus apabila dilakukan dengan tidak melampaui batas-

                                                           
55

 A.Djazuli, Fiqh Jina>yah (Upaya mengulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2000), 243. 
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batas yang ditentukan. Adapun batas-batasnya banyak diuraikan para 

ulama di dalam berbagai kitab fiqh dan ushul fiqh, selain itu 

pertanggungjawaban pidana juga bertingkat seperti telah dijelaskan 

dimuka tentang perbuatan langsung, sebab dan syarat disamping itu 

juga pertanggungjawaban pidana bisa dipengaruhi oleh ketidaktahuan, 

lupa, keliru, dan sebagainya. 

a. Pembelaan yang sah 

Pembelaan yang sah dalam fiqh jināyah ada dua macam. 

Yang pertama, pembelaan khusus, yaitu daf’ al-sa’il (menolak 

Penyerang). Kedua pembelaan umum, yaitu al-amr bi al-ma’ruf wa 

al-nahy ‘an al-munkar (memerintah kepada yang baik dan 

mencegah yang munkar).
56

 

Yang dimaksud pembelaan khusus menurut fiqh jināyah 

adalah hak atau kewajiban seseorang untuk menjaga diri atau 

orang lain dan harta benda sendiri atau harta benda orang lain 

dengan menggunakan kekuatan untuk menghadapi serangan. 

Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan 

menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas serangan 

tersebut. Artinya meskipun sudah ada pembelaan namun 

penjatuhan hukuman atas penyerangannya masih bisa dilakukan. 

Dasar hukum untuk pembelaan khusus adalah firman Allah:  

Surat Al-Baqarah ayat 194: 
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ج

Artinya: oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kalian maka 

seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalia. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama 

orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 194)
57

. 

 

Berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut, dapat diambil 

pengertian tentang keharusan membela diri. Hadist tersebut 

menggambarkan bahwa orang yang meninggal karena membela 

agama, diri, harta, keluarga, dan kehormatan dari kejahatan adalah 

orang yang mati syahid, sedang orang yang menyerang kemudian 

meninggal adalah orang yang dilaknat oleh Allah.  

Para fuqaha’ sepakat bahwa membela adalah cara yang sah 

mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan 

terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Mereka berbeda 

pendapat tentang hukumnya, apakah membela hak atau wajib, 

seseorang boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkan 

dan ia tidak berdosa jika memilih salah satunya. Jika membela 

adalah wajib, seseorang tidak punya pilihan kecuali mengerjakan. 

Jika meninggalkan, dia berdosa.  

b. Pendidikan  

Orang yang berhak memberikan pendidikan adalah suami 

terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Suami 
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mendidik istrinya jika tidak menaati dalam hal-hal yang harus 

ditaati. Dasar hak suami terhadap istri adalah firman Allah dalam 

surat an-Nisa’: 34 yang berbunyi: 

ج

صلى

قلى

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian perempuan 

dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. 

Sebab itu, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah 

dan memelihara diri kita ketika suaminya tidak ada karena Allah 

telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kalian 

khawatirkan nushusnya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah 

mereka ditempat tidur mereka serta pukullah mereka. Kemudian 

jika mereka menaati kalian. Janganlah kalian mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya. (QS. An-Nisa’ [4]: 34)
58

 

 

Nushus di dalam ayat di atas adalah penyelewengan 

terhadap suami, yakni istri melalaikan kewajiban dan tidak taat 

kepada suami.  

Selain pendidikan suami terhadap istri, pendidikan juga 

dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pendidikan terhadap 

anak di bawah umur dapat dilakukan oleh ayah, guru, kakek, 
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wasiy (orang yang mendapatkan wasiat) untuk mendidik, 

demikian juga ibu.  

Syarat-syarat memberikan pendidikan terhadap anak tidak 

berbeda dengan syarat pendidikan terhadap istri. Pendidikan 

diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah dilakukan, 

bukan kesalahan yang akan dilakukan. Selain itu, pukulan tidak 

boleh melukai dan tidak mengenai wajah dan anggota badan yang 

sensitive seperti perut dan kemaluan. Pukulan juga tidak boleh 

berlebihan dan layak dianggap sebagai pendidikan.  

Jika pukulan masih dalam batas-batas tersebut, orang yang 

melakukan pendidikan tidak dibebani pertanggungjawaban 

karena dinilai mubah. Jika memukul membuat cedera pada 

anggota tubuh anak, menurut Malik dan Ahmad, seorang 

pendidik tidak dikenakan ganti rugi apabila pukulan tersebut 

layak dianggap sebagi pendidikan dan dalam batas-batas yang 

ditentukan. Jika pukulan itu sangat keras dan tidak layak 

dianggap sebagai pendidikan, ia dikenakan pertanggungjawaban 

pidana.
59

 

Al-Shafi’I berpendapat, bahwa seorang pendidik harus 

memberi ganti rugi atas cedera pada anggota tubuh anak dalam 

kondisi apapun. Menurutnya, pendidikan merupakan hak, bukan 

kewajiban. Oleh karena itu, ia boleh meninggalkan dan ia boleh 
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mengerjakan. Jika ia mengerjakan, ia bertanggung jawab atas 

akibat perbuatan tersebut.  

c. Pengobatan 

Para fuqaha’ sepakat bahwa akibat yang merugikan pasien 

tidak dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobati. 

Mereka berbeda pendapat tentang alasan yang menjadikan dasar 

untuk pembebasan pertanggungjawaban. Menurut Abu Hanifah, 

tidak adanya pertanggungjawaban karena dua alsan, yaitu 

kebutuhan masyarakat dan adanya persetujuan dari pasien atau 

keluarga. Al-Shafi’I berpendapat, alasan hapusnya 

pertanggungjawaban dari seorang dokter adalah persetujuan orang 

yang sakit dan iktikad baik dokter untuk menyembuhkan pasien. 

Pendapat ini selaras dengan pandangan Ahmad bin Hanbal. 

Menurut Malik, alasan dihapusnya pertanggungjawaban dokter 

adalah persetujuan penguasa dan persetujuan orang yang sakit.
60

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bebas dari 

pertanggungjawaban adalah:  

1) Orang yang melakukan pengobatanadalah dokter. 

2) Pekerjaan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

mengobati dan didasarkan pada niat yang baik. 

3) Pekerjaannya dilakukan sesuai aturan medis. 
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4) Orang yang sakit atau orang yang menjadi wakil seperti 

wali (keluarga) menyetujuinya.  

Orang yang disetarakan dengan dokter adalah dokter 

hewan, tukang canduk, tukang sunat, dan dukun bayi. Mereka 

memiliki pertanggungjawaban dan syarat-syarat yang sama 

dengan dokter.  

Tentang syarat-syarat seorang dokter dan posisi 

pekerjaannya, menurut hukum positif dan fiqh jināyah, merupakan 

perbuatan mubah, yakni hak dan bukan wajib. Hukum positif 

menganggap bahwa pengobatan sebagai hak, sedang mayoritas 

fuqaha’ menganggap sebagai kewajiban. Berdasarkan pendirian 

ini, seorang dokter harus mengabdikan ilmunya kepada 

masyarakat demi tegaknya asas saling kerjasama dan saling 

membantu.  

d. Olahraga 

Fiqh jināyah memperkenalkan aktivitas untuk menyehatkan 

fisik, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan keberanian agar 

muncul sikap satria dan pahlawan melalui kegiatan seperti pacuan 

kuda, panah, tinju, sepak bola, dan lain-lain. Dasar tentang 

dibolehkannya olahraga adalah firman Allah dalam surat al-Anfal 

ayat 60: 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

 
 

ج

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 

saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 

berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan 

musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang 

kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa 

saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi 

dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 

(dirugikan). (QS.Al-Anfal [8]: 60)
61

 

Permainan olahraga terkadang mengakibatkan luka-luka, 

baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit. 

Apbila sakit atau luka-luka itu timbul dari permainan kekuatan 

dan kekerasan antara pihak-pihak yang bemain olahraga yang 

seharusnya tidak perlu terjadi, maka yang berlaku adalah aturan 

umum karena tidak termasuk dalam bagian permainan olahraga. 

Apabila pemain dengan sengaja melakukan, ia harus bertanggung 

jawab atas kesengajaannya. Apabila terjadi karena kelalaian, ia 

bertanggung jawab karena kelalaiannya.
62

 

Tentang permainan olahraga yang memerlukan kekuatan 

dalam menghadapi lawan seperti tinju dan gulat, maka luka-luka 

yang timbul tidak dikenakan hukuman jika tidak melampaui batas 

yang telah ditentukan.  
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Alasan dihapusnya pertanggungjawaban tersebut karena 

tidak ada niat melawan hukum. Sebagian lain berpendapat bahwa 

alasan tersebut karena korban memberikan izin dan Negara 

mengaggap permainan olahraga sebagai perbuatan yang sah. 

Dengan demikian, orang yang melakukan permainan telah 

menjalankan hak yang diberikan oleh undang-undang dan ia tidak 

dibebani pertanggungjawaban.  
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BAB III 

PELAKU TINDAK PIDANA EUTANASIA PASIF    

 

A. Pengertian Tindakan Pelaku Eutanasia Pasif  

Eutanasia pasif merupakan tindakan dokter atau tenaga medis 

lainnya di mana membiarkan pasien meningeal dunia. Secara moral 

perbuatan dokter dalam melakukan eutanasia pasif bisa dikatakan sebagai 

pembunuhan. Karena pasien meninggal akibat dari suatu keadaan di mana 

seorang dokter atau tenaga medis lainnya melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu.  

Penghentian tindakan atau perawatan medis yang tidak ada 

gunanya lagi berdasarkan kriteria imu kedokteran, itulah yang dinamakan 

eutanasia pasif. Hal ini memang masih dapat diperdebatkan.
1
  

Eutanasia pasif merupakan kematian terjadi karena kelalaian atau 

kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk 

mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan 

mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak 

mengerjakan sesuatu apapun, karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan 

diberikan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka. Jika ia akan 

memberikan pengobatan, maka dipandang sebagai suatu tindakan yang 

tidak berarti, sehingga sudah tidak ada lagi untuk penyembuhan secara 
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 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 36. 
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normal. Akhirnya pasien dibiarkan begitu saja, sampai ajalnya tiba 

dengan sendirinya.
2
 

Pada kasus eutanasia pasif maka dokter yang mengizinkan dapat 

terancam pasal 304 KUHP, tentang membiarkan seseorang dalam 

keadaan sengsara padahal dia wajib memberi perawatan. Peristiwa 

eutanasia pasif jika dianggap sebagai bunuh diri, maka dokter yang 

mengijinkan dapat dikenai pasal 345 KUHP. Dapat saja dokter ini tidak 

mengizinkan, tetapi pasien yang memaksa karena pasien mempunyai 

otonomi, bebas menentukan nasib mereka sendiri, dokter harus 

menghormati hak tersebut.
3
 

Dari segi Hukum pidana, apabila keluarga atau wali yang meminta 

kepada dokter untuk dilakukan euthanasia terhadap penderita, maka 

keluarga itupun bisa dikenakan hukuman pidana pembunuhan (pasal 388). 

Sementara dokter yang melakukannya, walaupun atas permintaan wali 

pasien, juga dapat dikenakan tuntutan pidana dalam bentuk ‚turut serta 

dalam melakukan pembunuhan‛ (pasal 344, 345 dan 351).
4
  

Akan tetapi persoalannya menjadi sulit, ketika para dokter 

mempertanyakan, sejauh mana mereka dikategorikan sebagai pelaku 

ieuthanasia. Untuk ini, perlu dilihat terlebih dahulu, apakah tindakan itu 

termasuk tindakan pasif atau aktif. Seorang dokter ahli paru di rumah 

sakit tertentu, yang bertugas sebagai pencabut selang pernafasan bisa 

                                                           
2
 Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hukum 

Pidana), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 74. 
3
 Ibid, 161. 

4
 Ensiklopedi Indonesia, Artikel Euthanasia. (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. 1987), Vol.2:978. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 
 

 
 

dikenakan tuntuan pidana dan bisa juga tidak. Hal ini tentunya 

tergantung pada kondisi pasien pada saat dilakukan pencabutan selang 

tersebut. Apabila pencabutan selang tersebut sebagai penyempurna 

kematian artinya keadaan si pasien memang sudah mati (batang otaknya), 

maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana. Tetapi 

jika ketika pencabutan selang itu si pasien berjuang untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, dalam arti bahwa kondisi si 

pasien masih menyimpan tandatanda harapan hidup secara medis, maka 

perbuatan itu bisa dikategorikan tindakan aktif yang tentu saja hal itu 

merupakan suatu tindakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan pasal 

pidana pembunuhan. 

Kondisi pasien pulang paksa, yang telah tanda tangan dapat 

dianggap sebagai eutanasia pasif atau dikenai pasal 304 KUHP tentang 

pembiaran orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi 

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu, karena hukum 

yang berlaku atasnya. Kondisi ini merupakan hal yang perlu mendapatkan 

perhatian dalam memikirkan legalitas sebagai dari eutanasia pasif di 

Indonesia, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik 

kepada pihak pasien maupun tenaga kesehatan.  

Sudah ada perubahan jiwa dari pemikiran tentang penghilangan 

nyawa manusia. Undang-Undang kesehatan yang baru yaitu Undang-

Undang no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dikemukakan 

dalam pasal 84 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian 
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berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan ayat (2) jika 

kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 tahun
5
. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang 

bunyi pasalnya mendekati dari unsur-unsur tindakan eutanasia pasif.  

Pada pasien yang minta pulang paksa, padahal dokter tahu bahwa 

apabila diijinkan maka penyakitnya akan menjadi makin parah bahkan 

meninggal dunia, maka keadaan ini ada yang menyebutnya sebagai 

golongan eutanasia pasif. 

 

B. Karateristik Eutanasia Pasif 

Dari pandangan dokter, eutanasia adalah dengan sengaja 

melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau 

sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri 

hidup seorang pasien, dan dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.
6
 

Dari beberapa pengertian di atas maka eutanasia pasif mengandng 

unsur-unsur sebagai berikut:
7
  

a. Ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk megakhiri hidup 

seseorang.  

                                                           
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.., 26 

6
 Soekijo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), 144. 

7
 Hendik, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC, 2011), 100. 
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b. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar rasa belas kasihan, karena 

penyakit orang tersebut tidak mungkin dapat disembuhkan.  

c. Proses mengakhiri hidup yang dengan sendirinya berarti juga 

mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa 

sakit pada orang yang menderita tersebut.  

d. Pengakhiri hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri 

atau atas permintaan keluarganya yang merasa dibebani oleh keadaan 

yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan.  

e. Berbuat seuatu atau tidak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

sehingga pasien meninggal dunia.
8
  

f. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak 

memperpanjang hidup pasien menderita sesuatu penyakit yang sulit 

untuk disembuhkan.  

g. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya. 

h. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya. 

Tindakan atau perbuatan dokter dan tenaga medis lainnya sebagai 

subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara 

tindakan sehari-harinya yang tidak berkaitan dengan profesi, dan tindakan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Begitu pula dengan tanggung 

jawab hukum seorang dokter dan tenaga medis lainnya, dapat tidak 

                                                           
8
 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 140. 
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berkaitan dengan profesi, dan dapat pula merupakan tanggung jawab 

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.
9
 

 

C. Sanksi Pelaku Eutanasia Pasif 

Secara umum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia. Untuk itu, hukum harus ditegaskan jika terjadi pelangaran 

hukum. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam 

hal eutanasia pasif, dimana hukum positif Indonesia bulum mengaturnya 

secara eksplisit maka diperlukan penemuan hukum, yang akan memandu 

penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya.  

Di Indonesia dilihat dari segi perundang-undangan, memang belum 

ada pengaturan (dalam bentuk Undang-undang) yang khusus dan lengkap 

tentang eutanasia pasif. Tetapi bagaimanapun karena masalah eutanasia 

pasif menyangkut soal keamanan dan keselamatan nyawa manusia, maka 

harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit 

mendekati unsur-unsur eutanasia pasif itu. Maka satu-satu nya yang dapat 

dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah 

apa yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan 

terhadap nyawa manusia.
10

 

                                                           
9
 Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2006), 2. 
10

 Imron Halimy, Euthanasia, (Solo: Ramadhani, 1990), 150. 
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Eutanasia pasif atau secara sengaja tidak (lagi) memberikan 

bantuan medis kepada pasien sama dengan perbuatan pidana 

menghilangkan nyawa seseorang. Konsep Eutanasia pasif sekarang ini 

masih menjadi perdebatan para pakar hukum, ada yang setuju tentang 

eutanasia pasif dan ada pula pihak yang tidak setuju tentang eutanasia 

pasif. Pihak yang menyetujui eutanasia pasif mengemukakan pendapat 

berdasarkan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak 

untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dengan alasan kemanusiaan. 

Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh 

atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera 

diakhiri hidupnya.
11

 

Sejumlah pasien cenderung bunuh diri dalam menghadapi 

kenyataan kematian, pada pasien-pasien jenis ini, jika perawatan atau 

dokternya memberikan nasehat atau sesuatu kalimat yang cenderung 

kearah eutanasia pasif pasti segera disambut sengaja oleh si pasien. 

Dalam kasus semacam ini jelas pelayanan kesehatan ini membantu 

terjadinya bunuh diri dari pasiean yang bersangkutan.  

Kitab undang-undang hukum Pidana mengatur seseorang dapat 

dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan 

sengaja atau pun karena kurang hati-hati. Di Indonesia belum ada 

peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang 

                                                           
11

 Tjandra Sridjaja Pradjonggo, ‚Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan 
Hak Asasi Manusia di Indonesia‛ (Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Wisnuwardhana, Malang, 2016) 60. 
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eutanasia pasif. Namun demikian, ada pasal dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang mengisyaratkan aturan eutanasia pasif, 

yaitu pasal 304, 306, dan 531 KUHP.  

a. Pasal 304 KUHP 

‚Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 

seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi 

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.‛
12

  

Isi pasal diatas mirip dengan tindakan eutanasia pasif. 

Pasal di atas memberi ancaman pidana yang lebih tinggi apabila 

orang yang dibiarkan itu akhirnya meninggal dunia seperti yang di 

dalam pasal 306 ayat (2) KUHP.
13

 

b. Pasal 306 KUHP 

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.  

(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 

Sembilan tahun.
14

  

                                                           
12

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 561. 
13

 Ibid, 102. 
14

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 561. 
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c. Pasal 531 KUHP 

‚Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang 

menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat 

diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi 

dirinya atau orang lain, diancam, jika orang itu kemudian 

meningeal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.‛
15

 

Perbuatan melakukan eutanasia pasif dapat dikaitkan dengan 

keberadaan pasal-pasal ini, bahkan juga untuk peristiwa pulang 

paksanya seorang pasien yang sakit parah, yang kemudian diizinkan 

oleh dokternya atau sering disebut sebagai eutanasia pasif. Memang 

keadaan terakhir ini pasti tenaga kesehatan akan beralasan 

menghormati hak pasien, padahal yang lebih mengetahui akibat dari 

peristiwa pulang paksanya pasien tersebut adalah dokternya. 

Sebetulnya keadaan ini dapat diperingan dengan usaha perawatan 

dirumah. Peristiwa seperti ini jika terjadi akan dapat dikatakan 

sebagai pelaksanaan eutanasia pasif dan berarti terjadi pembiaran 

sehinga pasien meninggal dunia. Kejadian ini akan dapat dikenakan 

pasal-pasal ini, sedangkan untuk pasal 531, beraitan dengan 

pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan.
16

 

                                                           
15

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 624. 
16

 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 79. 
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Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan  Juga terdapat pasal yang mendekati dari unsur-unsur 

tindak pidana eutanasia pasif. Yaitu dalam bab XIV tentang 

ketentuan pidana pasal 84 ayat (1) dan pasal 84 ayat (2).  

Pasal 84: 

(1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang 

mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.  

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  

 

Secara umum dikatakan bahwa dokter tidak berhak melakukan 

tindakan apa pun terhadap pasien jika tidak diizinkan atau 

dikehendaki oleh pasien tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa 

jika pasien tidak memberikan izin seperti ini, tetap digolongkan 

sebagai eutanasia pasif.
17

 

Pasal ini mengingatkan kalangan kesehatan (dokter), jangankan 

melakukan eutanasia, menolong atau memberi harapan kearah 

perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana. Dengan 

                                                           
17

 Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam tantangan zaman, 

(Jakarta: EGC, 2006), 187. 
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demikian berdasarkan pandangan dari aspek hukum sampai saat ini 

masih merupakan dilemma, karena di Indonesia hak untuk mati masih 

belum ada.
18

 

 

D. Tindak Pidana Eutanasia Pasif  

Pada dokter harus menyadari bahwa tindakan medis yang sudah 

benar dan bahkan yang terbaik sekalipun belum cukup dijadikan jaminan 

baginya untuk menghindarkan diri dari segala tuntutan atau gugatan, 

meskipun sudah dilandasi niat dan tujuan yang mulia.  

Eutanasia pasif merupakan tindakan dokter atau tenaga medis 

lainnya di mana membiarkan pasien meningeal dunia. Secara moral 

perbuatan dokter dalam melakukan eutanasia pasif bisa dikatakan sebagai 

pembunuhan. Karena pasien meninggal akibat dari suatu keadaan di mana 

seorang dokter atau tenaga medis lainnya melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu.  

Penghentian tindakan atau perawatan medis yang tidak ada 

gunanya lagi berdasarkan kriteria imu kedokteran, itulah yang dinamakan 

eutanasia pasif. Hal ini memang masih dapat diperdebatkan.
19

  

Eutanasia pasif merupakan kematian terjadi karena kelalaian atau 

kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk 

mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan 

                                                           
18

 Ibid, 103. 
19

 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 36. 
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mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak 

mengerjakan sesuatu apapun, karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan 

diberikan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka. Jika ia akan 

memberikan pengobatan, maka dipandang sebagai suatu tindakan yang 

tidak berarti, sehingga sudah tidak ada lagi untuk penyembuhan secara 

normal. Akhirnya pasien dibiarkan begitu saja, sampai ajalnya tiba 

dengan sendirinya.
20

 

Bisa dibayangkan bagaimana harus mengambil keputusan cepat 

dalam situasi membingungkan dan menggangu, di mana banyak sekali 

penderita yang harus ditolong namun tenaga dan fasilitas sangat sedikit. 

Secara etis dokter akan mengedepankan logika, mana yang masih dapat 

ditolong akan segera ditolong, tetapi bagi penderita yang kemungkinan 

hidupnya sangat kecil akan ditinggalkan untuk menolong penderita yang 

lain.  

Pada keadaan tertentu seorang pasien yang menderita suatu 

penyakit kanker pada stadium yang masih dini, maka pengobatannya 

dengan menggunakan cara pembedahan atau operasi karena masih bisa 

dijalankan. Apabila proses persiapan operasinya tertunda, dapat karena 

pemeriksaan penunjang yang terlalu lama, atau antri karena banyaknya 

pasien yang akan dioperasi, maka dapat terjadi keterlambatan dan 

kankernya sudah tidak dapat dioperasi lagi atau dikatakan sudah menjad 

                                                           
20

 Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hukum 
Pidana), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 74. 
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keadaan yang sudah tidak bisa dijalankan. Apabila ini terjadi, maka dapat 

dianggap ada kelalaian oleh dokternya.  

Ketika terdapat penolakan perawatan oleh pasien atau 

keluarganya karena alasan biaya dan ternyata dokter mengizinkan, dapat 

saja terjadi kematian pasien tersebut di rumahnya dan kejadian ini dapat 

dianggap sebagai suatu pembiaran seseorang dalam keadaan bahaya dan 

dapat terjadi kematian. 

Di Indonesia terdapat kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat 

sakit stroke, oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan 

euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan 

pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena 

ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk 

membiayai pengobatan istrinya. (Tempo Interaktif, 15 April 2005).  

Terkait dengan kasus tersebut di atas, sampai saat ini belum ada 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan apakah permohonan euthanasia 

tersebut diterima atau ditolak. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat terkait dengan permohonan euthanasia terhadap Ny. Again, telah 

dibentuk tim aspek khusus yang menangani kasus ini yang diketuai oleh 

Cucut Sutiarso dan beranggotakan 2 hakim Pengadilan Negeri lainnya 

yaitu Budiman L. Sijabat dan Adi Wahyono R. Tim yang dibentuk untuk 

menangani kasus yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, ini hanya 

bertugas mengkaji dari aspek hukum. Selama ini eksekusi euthanasia 
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hanya diberikan kepada terpidana hukuman mati, belum pernah terhadap 

orang sakit.  

Beberapa realitas di atas menunjukkan adanya kasus-kasus 

euthanasia pasif yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk 

Indonesia. Euthanasia adalah perdebatan klasik yang samapi saat ini 

masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. 

Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki 

pengaturan tentang euthanasia, padahal beberapa kasus telah mencuat 

kepermukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya 

aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang 

euthanasia sehingga terjamin kepastian hukum.
21

 

Dari segi sikap batin dokter yang melakukan eutanasia pasif, tidak 

ada seorang dokter yang ingin pasiennya tidak sembuh dari penyakitnya. 

Juga tidak ada dokter yang ingin membunuh pasiennya untuk kepentingan 

dirinya. Dari segi sumpahyang telah diucapkan pada saat lulus menjadi 

dokter, seorang dokter harus menghormati kehidupan sejak dari 

pembuahan. Pada eutanasia pasif betul-betul dipertimbangkan demi 

kepentingan pasiennya sehingga sangat tidak tepat kalau eutanasia pasif 

dianggap suatu pembunuhan, tetapi menolong pasiennya untuk dapat 

lepas dari penderitaannya.
22

 

                                                           
21

 Lilik Purwastuti Yudaningsih, ‚Tinjauan Yuridis Euthanasia dilihat dari Aspek Hukum Pidana‛ 

(Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, 2015), 114. 
22

 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, (Malang: 

Setara Press, 2014), 197. 
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Mengenai tujuan untuk membunuh, pada seorang berpenyakit jiwa 

yang membunuh korbannya, karena keadaan jiwanya, sehingga tidak 

merasa membunuh orang, akan dibebaskan dari ancaman hukuman 

membunuhnya. Pada eutanasia pasif dokter sengaja menghentikan 

kehidupan, tetapi sekali lagi tujuannya sangat mulia. Dengan demikian 

tujuan mulia ini tidaklah pantas segera dibalas dengan ancaman hukuman, 

tetapi harus dilihat secara mendalam, tujuan dan perilaku eutanasia pasif 

yang dilakukan. Maka sudah saatnya hukum pidana positif di Indonesia 

ini mengatur eutanasia khususnya eutanasia pasif secara eksplisit. 
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BAB IV 

ANALISIS FIQH JINA>YAH  TERHADAP TINDAKAN PELAKU 

EUTANASIA PASIF 

 

A. Analisis Tindakan Pelaku Eutanasia Pasif dalam Hukum Pidana 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya eutanasia pasif 

merupakan perbuatan secara sengaja menghentikan atau mencabut segala 

tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup 

seorang pasien. Misalnya seperti menghentikan pemberian infus, makanan 

lewat sonde, alat bantu nafas, atau menunda operasi. 

Pelaku eutanasia pasif yang akan penulis tinjau merupakan 

seorang Dokter atau tenaga kesehatan. Karena yang berperan penting 

dalam tindakan eutanasia pasif di sini adalah seorang tenaga kesehatan.  

Ketika seorang pelaku atau dokter dan tenaga medis lainnya 

melakukan tindakan eutanasia, maka ia harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Karena di dalam hukum pidana positif Negara Indonesia 

tidak diperbolehkan melakukan tindakan eutanasia. Baik dalam eutanasia 

aktif maupun eutanasia pasif. Dan tanpa alasan apapun tindakan 

eutanasia dilarang oleh Negara Indonesia.  

Perihal sanksi pidana, sanksi pidana bersifat reaktif dan sanksi 

tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. 

Dalam hal sanksi ini, jika dokter yang melakukan eutanasia dianggap 

harus terkena sanksi, maka sanksi pidana lebih tepat dari pada sanksi 
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tindakan. Dalam penimpakan pidana mempunyai tiga macam alasan yaitu 

sebagai pembalasan, prevensi khusus dan prevensi umum.  

Semisal dalam perihal pembalasan, apabila tidak dilakukannya 

pembalasan atau bisa disebut pemidanaan maka akan terjadi pengulangan 

tindakan eutanasia pasif secara terus menerus. Lalu dalam hal prevensi 

khusus, seorang dokter dan tenaga medis lainnya tentu tidak akan senang 

melakukannya lagi eutanasia pasif, karena semakin banyak pasien yang 

dieutanasia pasif maka akan sangat merugikan reputasi dokter dan tenaga 

medis lainnya dimata masyarakat, karena dianggap tidak pernah bisa 

menyembuhkan pasien, dan pasien yang ditanganinya sering meninggal 

dunia. Perihal prevensi umum, yang berkesempatan melakukan eutanasia 

adalah tenaga kesehatan bukan masyarakat umum, maka dalam hal 

prevensi umum kurang ada gunanya memberikan pertanggungjawaban 

pidana pada pelaku eutanasia.  

Melihat tiga hal tersebut, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan dipidananya pelaku eutanasia pasif akan menyebabkan berkurang 

atau hilangnya tindakan eutanasia pasif.  

Suatu perbuatan bisa dikatakan melawan hukum apabila 

memenuhi beberapa unsur dalam hukum pidana, yaitu:  

1. Harus ada yang melakukan perbuatan 

2. Perbuatan itu harus melawan hukum 

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain 

4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.  
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Maka menurut hukum pidana tindakan eutanasia pasif memenuhi 

beberapa unsur perbuatan melawan hukum hingga tindakan pelaku 

eutanasia pasif harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena 

selain memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam hukum pidana 

terdapat pula tinjauan dari segi materiil yang dapat dijadikan pedoman 

yaitu, setiap ada dua kewajiban hukum yang bertentangan, sedangkan 

salah satu dari padanya telah dipenuhi dan jika kewajiban hukum tidak 

dapat dipenuhi karena terpaksa oleh keadaan.  

Dalam pertanggungjawaban hukum seorang dokter dan tenaga 

medis lainnya sebagai pengemban profesi, dokter harus selalu 

bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Karena 

tanggungjawab dokter dan tenaga medis lainnya dalam hukum 

sedemikian luasnya, maka dokter dan tenaga medis lainnya juga harus 

mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan profesinya. Termasuk di dalamnya tentang pemahaman hak-

hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter dan tenaga 

medis lainnya. 

Di Indonesia bila dilihat dari aspek hukum pidana maka 

pelaksanaan eutanasia pasif dalam bentuk apa pun jenisnya merupakan 

perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang diancam 

pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. 

Pengaturan eutanasia pasif di Indonesia belum sepenuhnya diatur, 

tetapi satu-satunya landasan hukum yang dapat dipakai terdapat dalam 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal 

yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. 

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal 

304, 306, dan 531 KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut masuk 

dalam tindak pidana eutanasia pasif.  

Jadi apabila diperhatikan dalam pasal 304 dan 306 KUHP, agar 

seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal tersebut, maka penuntut 

umum harus dapat membuktikan adanya unsur ‚Barangsiapa dengan 

sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dengan sengaja‛.  

Suatu tindakan yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat 

dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 

KUHP. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaku tindakan eutanasia 

pasif tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap pasien jika tidak 

diizinkan atau dikehendaki oleh pasien tersebut. Maka tindakan seperti 

ini dapat digolongkan sebagai eutanasia pasif. Walaupun dalam 

hakikatnya eutanasia pasif atas permintaan pasien.  

Dengan demikian seorang dokter tidak memulai atau meneruskan 

suatu perawatan atau pengobatan, jika secara medis telah diketahui tidak 

dapat diharapkan suatu hasil apapun, walaupun langkah ini akan 

mengakibatkan kematian pasien. Penghentian perawatan seperti ini tidak 

dimaksudkn untuk mengakhiri untuk memperpendek hidup pasien, 

melainkan untuk menghindari dokter bertindak di luar kompetensinya. 
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Dapat pula dikatakan bahwa langkah tersebut mencegah terjadinya 

penganiayaan terhadap pasien, berdasarkan pasal 351 KUHP.  

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan  

Juga terdapat pasal yang mendekati dari unsur-unsur tindak pidana 

eutanasia pasif. Yaitu dalam bab XIV tentang ketentuan pidana pasal 84 

ayat (1) dan pasal 84 ayat (2). Dijelaskan bahwa apabila pelaku 

melakukan kelalaian berat pada seorang pasien atau korban maka akan 

dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan apabila pelaku 

melakukan kelalaian berat hingga menyebabkan kematian dikenai pidana 

penjara paling lama 5 tahun.  

Berdasarkan analisa penulis tersebut, maka dapat disimpulkan 

walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan secara tidak langsung dengan eutanasia pasif  namun regulasi 

yang secara spesifik dan jelas mengatur mengenai eutanasia pasif sampai 

saat ini tidak ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa eutanasia pasif di 

Indonesia masih belum mempunyai payung hukum atau dasar hukum 

yang jelas. Atas tidak adanya payung hukum yang mengatur mengenai 

eutanasia pasif maka akan berpengaruh terhadap kebijakan untuk 

menerapkan eutanasia pasif di Indonesia. 

Dari semua penyataan di atas, secara yuridis eutanasia pasif 

memang merupakan tindak pidana. Dengan demikian dokter atau tenaga 

medis lainnya yang melakukan eutanasia pasif dapat dianggap telah 

melakukan pelanggaran pidana atau telah melakukan tindak pidana, akan 
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tetapi dokter dan tenaga medis lainnya yang bersangkutan tidak dibebani 

tanggungjawab pidana atau mendapatkan keringanan hukuman, bahkan 

pembebasan hukuman berdasarkan penafsiran pasal 48 KUHP, yang 

berbunyi: ‚barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya 

paksa, tidak dipidana‛. Maka atas dasar pemikiran tersebut harus ada 

peraturan perundangan yang cukup kuat yang mengatur tentang eutanasia 

secara keseluruhan khususnya untuk eutanasia pasif yang sering terjadi di 

Indonesia, baik syarat-syarat pemberlakuannya maupun sanksi jika 

dilangarnya.  

 

B. Analisis Tindakan Pelaku Eutanasia Pasif dalam fiqh Jina>yah 

Teori tentang fiqh Jina>yah yang merujuk kepada 

pertanggungjawaban pelaku eutanasia pasif telah dijelaskan pada 

penjelasan sebelumya. Yang mana pembahasan tersebut merupakan alat 

yang digunakan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana pelaku 

eutanasia pasif.  

Menyinggung sedikit tentang eutanasia pasif merupakan dokter 

atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak (lagi) memberikan 

bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak 

lagi memberikan infus, makanan lewat sonde, alat bantu nafas, atau 

menunda operasi.  

Tindak Pidana Euthanasia dalam Fiqh Jinayah merupakan suatu 

perbuatan yang melanggar suatu tatanan hukum (syari’at), yang dimana 
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Allah SWT dengan tegas telah mengharamkan suatu tindakan 

pembunuhan terhadap seseorang kecuali atas adanya nash yang 

membolehkannya. 

Dalam hukum Islam mengharamkan eutanasia pasif, karena 

termasuk dalam kategori pembunuhan walaupun ada niat yang baik yaitu 

untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, 

walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dasar hukum 

untuk mengharamkan eutanasia pasif sudah dijelaskan di penjelasan 

sebelumnya.  

Eutanasia pasif dalam hukum Islam mengharamkan secara tidak 

langsung setiap pelaku yang melakukan tindak pidana eutanasia pasif 

dalam Islam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam 

mempertanggungjawabkan eutanasia pasif di dalam fiqh Jina>yah 

dikenakan jarimah diat karena termasuk dalam pembunuhan menyerupai 

sengaja.  

Diat secara sharak merupakan harta yang wajib karena suatu 

kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa. 

Atau bisa diartikan sebagai membayar harta tebusan yang diberikan 

kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana.  

Hukuman diat sama dengan dengan hukuman diat di pembunuhan 

sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja 

berbeda dalam hal pertanggungjawabannya dan waktu pembayarannya. 

Untuk hukuman pembunuhan menyerupai sengaja seperti eutanasia pasif 
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ini dibebankan kepada ‘aqilah (keluarga), dan pembayarannya dapat 

diangsur dalam waktu tiga tahun.  

Adapun kadar diat yang ditanggung ‘aqilah (keluarga) tidak ada 

kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Hanafiah ‘aqilah (keluarga) 

menanggung semua diat untuk tindak pidana atas jiwa. Seperti 

pembunuhan menyerupai sengaja.  

Eutanasia pasif atas dasar kesengajaan termasuk ke dalam 

pembunuhan menyerupai sengaja dalam fiqh Jina>yah. Karena pelaku 

dokter melakukan tindakan eutanasia pasif dengan sengaja berbuat 

kejahatan kepada korban akan tetapi dengan cara atau alat yang 

umumnya tidak membunuh, lalu orang tersebut mati.  

Dasar pertimbangan untuk eutanasia pasif atas dasar permintaan 

dari keluarga atau permintaan dari seorang pasien maka di dalam fiqh 

Jina>yah  dikenai hukuman ta’zi>r, karena menurut fiqh Jina>yah tindak 

pidana didalam hal kesehatan akan di ringankan dalam 

pertanggungjawaban pelakunya.  

Pertimbangan dalam fiqh Jina>yah terhadap tindak pidana 

eutanasia pasif atas permintaan, yaitu permintaan dari seorang keluarga 

untuk meringankan beban kehidupan seorang pasien merupakan 

pertimbangan pertanggungjwaban pelaku eutanasia pasif. Karena pelaku 

melakukan eutanasia pasif tidak atas dasar niat dari seorang pelaku untuk 

membunuh korban.  
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Kemudian dijumpai adanya perubahan hukuman dalam fiqh 

Jina>yah, dari jarimah diat menjadi jarimah ta’zi>r. Yang mana syarat-

syatnya harus terpenuhi seluruhnya tidak ada yang harus tertinggal. Jika 

memang tertinggal salah satu, maka tidak dapat digantikan dengan ta’zi>r, 

maka diat harus tetap dilaksanakan.  

Dasar pertimbangannya adalah bahwa permintaan dan persetujuan 

pasien atau keluarganya kepada dokter atau tenaga medis lainnya untuk 

mempercepat kematian si pasien, merupakan hal yang meringankan bagi 

pelaku (dokter atau tenaga medis lainnya). Selain itu, ketika dokter atau 

tenaga medis lainnya menerima atau melaksanakan permintaan si pasien 

dalam membantu mempercepat kematiannya, ia bermaksud untuk 

menolong untuk meringankan penderitaannya. Dan tidak ada maksud 

sedikitpun untuk melakukan tindak pidana.  

Meskipun demikian, pelaku tetap dinyatakan bersalah karena 

nyawa dan hidup manusia dilindungi oleh agama Islam. Oleh karena itu, 

maka hukuman ta’zi >r dirasa sudah cukup seimbang dan memadai dengan 

tindak pidana yang dilakukannya.  

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman ta’zi>r 

untuk pelaku pembunuhan, setelah adanya pengampunan oleh pihak 

keluarga si korban dari hukuman qishash dan diat, sepenuhnya merupakan 

hak dari penguasa atau hakim yaitu ulil amri. Namun apabila berdasarkan 

pertimbangannya pelaku eutanasia pasif harus dikenakan hukuman, maka 

penguasa berwenang untuk menetapkan hukuman ta’zi>r. Akan tetapi 
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apabila penguasan atau hakim berijtihad bahwa berdasarkan 

pertimbangan dari semua aspek, si pelaku tindak pidana eutanasia pasif 

harus dibebaskan, maka hakim berwenang untuk membebaskannya dari 

hukuman ta’zi>r tersebut.  

Melihat adanya keringanan hukuman dalam hukum pidana positif 

juga terdapat pada hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa antara hukum positif dan hukum Pidana Islam dalam hal 

pemberian keringanan terhadap tindak pidana eutanasia pasif adalah 

selaras.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau 

secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat 

peneliti simpulkan sebagai berikut: 

1. Secara hukum pidana, tindakan pelaku eutanasia pasif dapat dianggap 

telah melakukan pelanggaran pidana atau telah melakukan tindak 

pidana, tetapi pelaku tidak dibebani tanggung jawab pidana, atau 

mendapatkan keringanan bahkan pembebasan hukuman berdasakan 

penafsiran pasal 48 KUHP. Akan tetapi menurut pasal 304 KUHP dan 

sanksi hukumnya dihukum penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 

dimana perbuatan eutanasia pasif dapat dikaitkan dalam pasal ini, 

sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan dijelaskan apabila melakukan kelalaian yang 

menyebabkan kematian maka dipidana penajara paling lama lima 

tahun, bahkan juga untuk peristiwa pulang paksanya seorang pasien 

yang sakit parah, yang kemudian diizinkan oleh dokternya. Peristiwa 

seperti ini jika terjadi akan dapat dikatakan sebagai melaksanakan 

eutanasia pasif dan berarti terjadi pembiaran sehingga pasien 

meninggal dunia. Akan tetapi pertanggungjawaban pelaku akan 
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diringankan atau bahkan dibebaskan atas dasar permintaan atau 

desakan dari pasien atau keluarganya. Sesuai pasal 48 KUHP.  

2. Secara fiqh Jina>yah tindakan pelaku eutanasia pasif sanksi hukumnya 

adalah Jari>mah diat, namun apabila eutanasia pasif dilakukan atas 

dasar permintaan dari keluarga pasien atau bahkan pasiennya sendiri 

sanksi hukumannya adalah Jari>mah ta’zi>r. Memang dalam fiqh 

Jina>yah tindak pidana eutanasia pasif bisa dikategorikan sebagai 

pembunuhan menyerupai sengaja, karena kesengajaan pelaku 

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat 

membunuh korban, atau bisa dikatakan pelaku tidak bermaksud 

melakukan pembunuhan sekalipun ia melakukan penganiayaan. 

Namun apabila dokter melakukan tindakan eutanasia pasif dalam 

keadaan terpaksa atau atas permintaan keluarganya maka 

dikategorikan dalam pembunuhan karena kesalahan. Dasar 

pertimbangannya adalah bahwa permintaan dan persetujuan pasien 

atau keluarganya kepada pelaku untuk melakukan eutansia pasif 

merupakan hal yang meringankan bagi si pelaku. Meskipun demikian 

ia tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa setiap orang dilindungi 

oleh Islam oleh karenanya hukuman ta’zi>r sudah cukup seimbang 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.  
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B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah Peneliti lakukan, peneliti 

menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah harusnya membuat aturan yang secara tegas dan 

mempunyai kepastian hukum terhadap masalah eutanasia dan yang 

terpenting eutanasia pasif. Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP 

dirasa belum cukup setiap berbagai jenis tindakan eutanasia pasif. 

Sehingga eksistensi pasal tetap harus dipertahankan namun 

rumusannya dapat diperbaharui kembali dengan mengikuti keadaan-

keadaan yang ada.  

2. Bagi pihak dokter dan tenaga kesehatan eutanasia pasif bisa ditekan 

dan tidak dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya, 

sehingga tidak ada lagi peristiwa pulang paksa seorang yang sakit 

parah dan diizinkan oleh dokternya, yang di mana seorang dokter 

harus memberikan semangat, motivasi kepada pasien untuk 

kesembuhannya.  
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